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MOTTO 
                                    
                           
Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami 
Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan 
dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian 
yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan 
sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 
kumpulkan. 
 
(Al-Zuhruf: 32) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di 
ix 
 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
x 
 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
xi 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
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No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
 Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul, PEMBATALAN WAKAF PERSPEKTIF MAṢLAḤAH 
MURSALAH  (Analisis Putusan Nomor 0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska). Skripsi ini 
disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum 
Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah IAIN Surakarta. 
 Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam 
Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Bapak Muh. Zumar Amminudin, S.Ag., M.H. selaku Ketua Jurusan 
Hukum Keluarga Islam (HKI). 
4. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Sekretaris Jurusan Hukum 
Keluarga Islam (HKI). 
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing 
Akademik yang telah memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada 
penulis selama menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 
Surakarta. 
6. Bapak Drs. Abdul  Aziz, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang 
telah meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga 
terselesaikannya skripsi ini. 
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7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk 
menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih 
baik. 
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, 
semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan 
yang akan datang. 
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan 
perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta yang telah 
membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini. 
10. Kedua orang tuaku tercinta terima kasih atas doa, curahan kasih sayang, 
dukungan dan pengorbanan tak terbatas yang tidak bisa penyusun 
ungkapkan dengan kata-kata. 
11. Guruku dalam kehidupan Mbah Sudjiwo Tejo presiden Jancukers dan 
seluruh rakyat jancukers 
12. Teman-temanku Angkatan 2013: khususnya HKI (Hukum Keluarga Islam) 
selama 4 tahun menemani dan berjuang bersama yang telah memberikan 
keceriaan, inspirasi, semangat dan berbagi pengalaman yang tidak 
terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah. 
13. Sahabat-sahabatiku PMII Komisariat Raden Mas Said Cabang Sukoharjo. 
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang 
telah berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik 
dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir 
kata, penyususn berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 13 Januari 2019 
        Penyusun 
 
Muhammad Ahsan. A 
        132121029 
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ABSTRAK 
Muhammad Ahsan Asyari. Nim: 132121029. “PEMBATALAN WAKAF 
PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Analisis Putusan Nomor 
0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska)”Penelitian ini membahas bagaimana dasar hukum  
para Hakim mengabulkan permohonan pembatalan wakaf Nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska dan bagaimana tinjaun maṣlaḥah mursalah mengenai 
putusan  perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Karena pembatalan wakaf 
dilakukan oleh seorang nadzir, sedangkan menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 
tentang wakaf pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 
kepustakaan (library  research). Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data 
pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan 
oleh orang ataupun peneliti yang tertarik secara alamiah. Dengan Sumber hukum 
primernya adalah putusan Majlis Hakim Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
Disimpulkan bahwa “pembatalan wakaf prespektif maṣlaḥah mursalah  
(analisis putusan nomor 0260/pdt.g/2012/pa.ska)”. Selama ada iktikad baik dan 
berniat untuk berbuat yang lebih baik selama tidak melanggar hukum dan sejalan 
dengan maqāṣid syari>’ah maka perbuatan ini dibenarkan Dengan begitu putusan 
yang diambil oleh ketua majelis hakim dirasa sudah tepat. Karena sistem hukum 
itu dibentuk salah satunya bertujuan untuk menjamin kebahagian hidup manusia. 
Kata kunci: Nadzir, wakaf, maṣlaḥah mursalah 
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ABSTRAC 
 
Muhammad Ahsan Asyari. Nim: 132121029. “PEMBATALAN WAKAF 
PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH (Analisis Putusan Nomor 
0260/Pdt.G/2012/Pa.Ska)”Waqf is a religious institution that have functions as a 
worship and as a social functions. The practice of waqf in the life of the 
community has not yet fully run orderly and efficient. The aim of this study is to 
discuss how the basic Judges law of grants a request for cancellation of waqf 
Number 0260 / Pdt.G / 2012 / PA.Ska and how to review maṣlaṣah mursalah 
about decisions case Number 0260 / Pdt.G / 2012 / PA.Ska.  
This research is qualitative research with the type of library research. The 
primary legal source is the Judge decision of Majlis Number 0260 / Pdt.G / 2012 / 
PA.Ska. Based on the findings of the researcher it can be concluded that "the 
cancellation of perspective maslahah mursalah (analysis of decision number 0260 
/ pdt.g / 2012 / pa.ska)".  
As long as there is good faith and intends to start a better one, than not 
defying the law and correcting it with the maqāṣid syariah then this action is 
justified, so the decision taken by the chairman of the judge of law is right. 
Because the legal system complements has a purpose, and the one of the purpose 
is to guarantee happiness of human life. 
 
Keyword: Nadzir, wakaf, maṣlaḥah mursalah 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar  Belakang 
Wakaf adalah suatu lembaga keagamaan disamping berfungsi sebagai 
ibadah kepada Allah  juga berfungsi sosial. Menurut A. Roihan A. Rosyid, 
wakaf adalah suatu ibadah dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, 
yang kekal zatnya, menjadi tetap untuk selama-lamanya, diambil manfaatnya, 
bagi kebaikan (kepentingan) umat manusia.
1
 Praktik wakaf yang terjadi 
dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, 
sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara 
sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan 
cara melawan hukum. Keadaan demikian itu tidak hanya karena kelalaian 
atau ketidakmampuan nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang perduli atau 
belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi 
untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan , fungsi dan peruntukan 
wakaf.  
Fungsi dari wakaf adalah untuk mengekalkan manfaat tanah yang 
diwakafkan. Hal demikian itu merupakan menifestasi dari ajaran agama 
Islam. Di zaman awal Islam, wakaf adalah salah satu institusi terpenting yang 
telah memberikan sumbangan besar kepada pembangunan sosial ekonomi dan 
sosial masyarakat Islam. Peranannya sama seperti infaq, sedekah jariyah, 
                                                          
1
 Mardani, Hukum Islam: Zakat, Wakaf, Sedekah, dan Wakaf, Konsep islam Mengentaskan 
kemiskinandan Menyejahterakan Umat, (Bandung: PT Citra Adity Bakti, 2016), hlm. 153.  
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hibah dan sebagainya. Namun, apa yang membedakannya adalah mereka 
yang melakukan amalan ini akan memperoleh pahala yang berkekalan selama 
harta yang diwakafkan tersebut masih berguna dan bermanfaat kepada orang 
lain.
2
 Dalam mewakafkan harta ada seseorang yang bertugas mengurus wakaf 
tersebut, Orang yang bertugas  mengurus wakaf adalah nadzir. Nadzir 
mempunyai kewajiban untuk menjaga, memperbaiki, mengembangkan, 
mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, di 
mana saja ia (nadzir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai 
dengan syari‟at islam.3 
Namun pada kenyataannya, ada kejadian bahwasanya nadzir itu tidak 
melaksanakan tugasnya sebagai nadzir untuk mengelola wakaf yang telah 
diberikan sebagaimana  mestinya, sesuai dengan pengajuan pembatalan wakaf 
di Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Dalam 
kasus tersebut nadzir mengembalikan tanah wakaf itu  kepada pemiliknya. 
Terkait dengan pengajuan perkara pembatalan wakaf nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska yang  diajukan oleh Pemohon I (73 tahun), 
Pemohon II (58 tahun), Pemohon III (64 tahun) yang ketiga-tiganya 
merupakan selaku Nadzir Masjid Assegaf melawan Termohon  I (tanpa nama, 
umur) pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Termohon II (tanpa nama, umur) 
pekerjaan  Pegawai Negeri Sipil, Termohon III (70 tahun) yang merupakan 
istri dari almarhum pemilik tanah wakaf tersebut.  
                                                          
2
 Atok Naimullah, Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa, (1 (01), 2013). 
3
 Tiswarni, Strategi Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur’an 
(BWA) d0an Wakaf Center (WATER), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.26. 
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Melihat dari duduk perkaranya bahwa pada tahun 2004, para pemohon 
didatangi oleh ibu Termohon III  dengan maksud dan tujuan untuk 
mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 m² atas nama almarhum 
suaminya. Suami Termohon III meninggal dunia meninggalkan seorang istri 
dan satu anak laki-laki (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh) serta tanah 
seluas 211 m².  Pemohon I  selaku pengurus  masjid sebelumnya memberikan 
saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu yang kemudian untuk 
dibelikan menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan 
satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf. Namun wakif pada saat itu  
menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya.  
Selain itu, alasan Nadzir mengajukan permohonan pembatalan wakaf 
karena Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh 
TERMOHON III karena TERM    OHON III tidak mempunyai harta selain 
harta yang sudah diwakafkan oleh TERMOHON III kepada Masjid Assegaf 
sehingga Nadzir berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah 
diberikan oleh TERMOHON III dengan harapan dapat membantu biaya 
hutang pengobatan ANAK TERMOHON III. Bahwa menurut Nadzir dalam 
harta wakaf tersebut ada hak waris  AHLI WARIS, yang meskipun saat ini 
telah meninggal, namun setidaknya  wakaf tersebut dapat membantu biaya 
hutang pengobatan ANAK TERMOHONIII.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf 
pasal 3 menjelaskan bahwasannya “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 
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di batalkan.” Kemudian dalam putusan perkara, majlis hakim memutus 
mengabulkan permohonan pembatalan wakaf tersebut. 
Dari masalah yang telah disebutkan diatas, maka penulis tertarik untuk 
meneliti dan menganalisis kasus pembatalan wakaf yang ada di Pengadilan 
Agama Surakarta. Karena perkara wakaf sangat jarang ditemui dan juga 
sangat sedikit perkara wakaf itu dibatalakan, apalagi yang membatalkan itu 
bukan bagian dari ahli waris melainkan dari pihak nadzir.  Maka dari itu 
penulis meneliti perkara tersebut  yang tertera dalam bentuk skripsi yang 
berjudul Pembatalan Wakaf Prespektif Maslahah Mursalah (Analisis Putusan 
Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska).  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka rumusan masalah 
yang dapat diambil oleh penulis: 
1. Apa  dasar hukum  para Hakim mengabulkan permohonan pembatalan 
wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska? 
2. Apa tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap amar putusan Hakim dalam 
memutus  perkara pembatalan wakaf  Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska? 
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C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan penelitian yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah:  
1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan dasar hukum yang dipakai 
Majlis Hakim dalam memutus dan mengabulkan permohonan 
pembatalan wakaf 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
2. Untuk mengetahui tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap putusan Majlis 
Hakim dalam memutus perkara. 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini 
adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
pengembangan pengetahuan ilmu di bidang hukum islam khususnya 
dalam bidang wakaf yaitu pembaca dapat mengetahui dan memahami 
beberapa alasan hakim mengabulkan dan memutus perkara 
pembatalan wakaf dengan tinjauan maslahah mursalah.  
b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu referensi dan literatur 
mengenai kasus pembatalan wakaf. 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran-
gambaran mengenai prosesi dan alasan Majlis hakim mengabulkan 
permohonan pembatalan wakaf. 
2. Manfaat Praktis   
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a. Sebagai pedoman dan masukan bagi lembaga terkait  seperti 
Pengadilan agama, Pengadilan Negeri dan Lembaga Bantuan Hukum 
dalam meneyelesaikan perkara pembatalan wakaf. 
b. Sebagai informasi kepada masyarakat dan mahasiswa serta wacana 
yang mampu memberikan masukan pada masyarakat, karena 
minimnya pengetahuan tentang wakaf sehingga apabila timbul 
sengketa pembatalan wakaf  dapan dijadikan rujukan dalam 
penyelesaiannya 
E. Kerangka Teori 
 Dalam membahas tema ini. Teori yangg digunakan untuk pemecahan 
masalah adalah teori wakaf dan teori maslahah mursalah. 
1. Wakaf 
a. Pengertian wakaf  
Secara bahasa, Wakaf berasal dari kata “  فقو " sinonim kata 
“بسح “  dengan makna aslinya berhenti, diam ditempat, atau  
menahan. Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan 
waqfu al-syai’, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, 
kata wakaf semakna dengan kata al-habs. Kalimat: habistu abbisu 
habsan dan kalimat: ahbastu uhbisu ahbaasan, maksudnya adalah 
waqaftu (menahan).4 
Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi‟i mendefinisikan 
wakaf dengan berbagai definisi, yang dapat diringkas sebagaiberikut: 
                                                          
4
  Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Cet. Ke II, 
(Yogyakarta: Pilar Media,2006) hlm. 7. 
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1) Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan 
harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, 
sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya 
untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. 
2) Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan 
wakaf dengan: “Menahan harta yang bisadiambil 
manfaatnyadengan menjaga keamanan benda tersebut dan 
memutuskan kepemilikan barang tersebut, dengan 
memutuskan kepemilikan barang tersebut dan pemiliknya 
untuk hal-hal yang dibolehkan”. 
3) Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan 
wakaf: “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan 
menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan 
kepemilikan barang tersebut  dari pemiliknya untuk hal 
yang dibolehkan”. 
4) Syaikh Syihabudin al Qalyubi mendefinisikan wakaf 
sebagai: “Menahan harta untuk dimnfaatkan, dalam hal 
yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhanbarang 
tersebut”.5 
b. Dasar Hukum Wakaf 
Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus, nash 
yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur‟an dan hadis 
                                                          
5
  Ibid., hlm. 8. 
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tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat 
maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan 
sebagian rezekinya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar pensyariatan 
wakaf adalah:
6
 
                    
           
 
Artinya 
kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 
apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.(QS Ali Imran [3]: 92). 
 
                   
                     
                
          
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
                                                          
6
 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2016), hlm. 
18. 
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memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267) 
 
Kata-kata tunfi>qu pada kedua ayat ini mengandung makna 
umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat 
ini dijadikan sebagai dalil wakaf. Dalam hadis nabi riwayat Al-
Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus 
adalah sadaqah jariyah. 
 َعَا ذيإَ  لا قَ مَّل س وَيوْي ل ع ََُّللَّاَىَّلصَيَّللَّاَ  لوُس رََّنَ أَة ري رُىَ يبَِ أَْن
ٍَة ق  د صَْنيمَ َّلَّيإٍَة ث  لَ ثَْن يمَ َّلَّيإَُوُل  م عَُوْن عَ ع ط ق ْناَُنا سْنَْلْاَ  تا م
و لَوُعْد يٍَحيلا صٍَد ل وَْوأَيويبَُع ف  ت ْ ن ُيٍَمْل يعَْو أٍَة ييرا  ج ُُ 
Artinya: 
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. Telah 
berkata: “apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka 
putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR 
Muslim) 
 
Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadis ini diwujudkan 
dalam bentuk wakaf. Yaitu merupakan tindakan hukum seseorang 
yang memisahkan sebagian hartanya  dan melembagakan untuk 
selama-lamanya demi kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti 
nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif.
7
 
2. Mas}lah}ah mursalah 
                                                          
7
 Ibid., hlm. 19. 
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Maslahah mursalah merupkan salah satu metode yang 
dikembangkan  ulama Ushul Fiqih dalam istinbath hukum islam dari nash 
sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang adanya illat dalam 
suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh tentang konsep mas}lah}ah 
mursalah sebagai salah satu metode mengistinbatkan hukum, terlebih 
dahulu kita bahas hakikat mas}lah}ah itu sendiri.8 
Menurut bahasa, mas}lah}ah berarti manfa‟at dan kebaikan, sedang 
mursalah berarti terlepas. Menurut Istilah, mas}lah}ah mursalah ialah 
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara‟ dalam penetapan hukum 
dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada 
hakekatnya, mas}lah}ah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (ija>bi) dan 
sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijad al 
manfa’ah). Sedangkan sisi negatif berupa menolak kerusakan atau bahaya 
(daf’al-mafsadah).9 
Dalam hukum Islam ada tiga macam maslahah yang harus 
diperhatikan. Pertama, maṣlaḥah mu’tabar, yaitu maslahah yang ada 
dalilnya dalam syara‟. Maṣlaḥah  ini berhubungan dengan agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta (maṣlaḥah daruriyah). Kedua, maṣlaḥah 
mulghah, yaitu maslahah yang dibatlkan oleh nash, seperti anak 
perempuan dan bagiannya dengan anak laki-laki dalam menerima 
pusakan dengan alasan karena sama dekat hubungannya, disamping anak 
perempuan itu saama-sama menanggung kesusahan bersama suaminya. 
                                                          
8
 Suwarjin, Ushul Fiqih, Cet. Ke I, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138. 
9
 Ibid.,  
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Maslahah ini dibatalkan karena ada nash, yakni “Bagi anak laki-laki 
mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Ketiga, mas}lah}ah 
mursalah, yaitu menetapkan hukum pada suatu peristiwa yang tidak ada 
ketentuan nash dan ijma‟, berdasarkan maslahah yang tidak ada dalil 
syara‟ yang membolehkan atau melarangnya.10 
F. Tinjauan Pustaka 
Selama penulis meneliti kasus ini, sebelumnya belum ada karya ilmiah 
yang membahasa tentang pembatalan wakaf perspektif maṣlaḥah mursalah, 
hal ini bisa dilihat dibawah ini: 
Skripsi Muhammad Thoriq dengan judul ”Strategi Nazhir dalam 
Pengelolaan Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Roudlotuzzahidin 
Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten)  Penelitian ini lebih menitik 
beratkan pada peralihan peruntungan yang mementingkan kemaslahatan 
dengan tujuan memanfaatkan benda wakaf yang sudah tidak sesuai dengan 
ikrar wakaf.
11
 
Skripsi Eko Mei Widodo dengan judul ”Tinjauan Yuridis Pembatalan 
Wakaf oleh Nadzir (Studi Kasus di Pengadilan Agama surakarta). Skripsi ini 
menganalisis perkara pembatalan wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
Meskipun pada dasarnya putusan  perkara pembatalannya sama, namun di 
                                                          
10
  Dedi Supriadi, Ushul Fiqih Perbandingan, Cet. Ke I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 
hlm. 229.  
11
 Muhaammad Thoriq, “Strategi Nazhir dalam Pengelolaan wakaf(Studi Kasus di Pondok  
pesantren Roudlotuzzahidin Tegalarum, Kunden, Karanganom, Klaten) Skripsi, tidak diterbitkan 
Fakultas syariah IAIN Surakarta, Surakarta, 2017 
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dalam skripsi ini fokus meneliti pada status obyek wakaf setelah di batalkan 
oleh nadzir.
12
 
Skripsi Ibrohem Purong dengan judul “Penarikan Kembali Tanah 
Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi 
ini fokus pada masalah bagaimana konsep wakaf dalam Islam dan bagaimana 
ketentuan islam terhadap penarikan kembali tanah wakafoleh anak pewakaf di 
patani.
13
 
Pada skripsi yang penulis lakukan disini adalah untuk menganalisis 
menggunakan teori maṣlaḥah mursalah. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan peneliti disini adalah penelitian  
kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library  research). 
Adapun yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan adalah 
serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data 
pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.
14
 
Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data-data yang 
dijadikan sebagi bahan analisa melalui buku-buku ataupun jurnal hyang 
berkaitan dengan penelitian penulis yaitu terhadap putusan perkara 
                                                          
12
 Eko Mei Widodo, ”Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf oleh Nadzir(Studi Kasus di 
Pengadilan Agama Surakarta). Skripsi, tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas 
Muhammadiyah Surakarta 2016 
13
  Ibrohim Puron, “Penarikan Kembali Tanah Wakaf oleh Anak Pewakaf di Patani dalam 
Perspektif Hukum Islam, Skripsi, tidak diterbitkan Fakultas Syari‟ah dan Hukum UIN Ar-raniry 
Darussalam-Banda aceh 2017. 
14
Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 
hlm.3. 
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pembatalan wakaf  Nomor 0260/Pdt.G/2012 di Pengadilan Agama 
Surakarta. 
2. Sumber Data 
Adapun sumber informasi data adalah: 
a. Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh 
peneliti dari sumber pertamanya.
15
 Sumber hukum primernya adalah 
putusan Majlis Hakim Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
b. Data Sekuder 
Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen 
resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku 
harian dan seterusnya.
16
 Yang menjadi bahan hukum sekunder dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber hukum sekundernya 
adalah buku-buku yang terkait dengan penulisan ini, jurnal, artikel-
artikel ilmiah, serta internet. 
3. Tehnik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi, dimana 
dalam metode ini berisikan data tertulis yang memberikan keterangan-
keterangan dan penjelasan yang telah disimpan sebelumnya ataupun telah 
diarsipkan. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri berkas putusan di 
                                                          
15
 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Ed, 1 (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 
hlm. 39 
16
  Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ce. Ke-3, (Jakarta: Universitas 
Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 12 
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Pengadilan Agama Surakarta nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska tentang 
pembatalan wakaf. 
4. Tehnik Analisis Data 
Untuk menganalisa sebuah data dalam penelitian ini, penulis mengunakan 
teknik deskriptif analisis yaitu suatu teknik dengan menganalisa data 
aslinya. Dalam penelitian ini penulis menganalisa putusan Majlis hakim 
dengan teori hukum Islam, KHI dan Udang-undang perwakafan nomor 41 
tahun 2004 dan dalam prespektif maṣlaḥah mursalah. 
H. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam 5 (lima) bab, secara 
garis besar terdiri dari : 
Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar 
belakang  yang didalamnya menguraikan tentang dasar pemikiran utama yang 
dijadikan penulis untuk meneliti tentang sengketa Pembatalan Wakaf Nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska di Pengadilan Agama Surakarta. Dari latar belakang 
tersebut munculah permasalahan-permasalahan yang dituangkan dalam 
rumusan masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
kerangka teori, metode penelitian dan kemudian yang terakhir adalah 
sistematika penulisan. 
Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang wakaf, dasar hukum 
pembatalan wakaf,  undang-undang yang mengatur tentang wakaf, rukun 
syarat wakaf, pembatalan wakaf, kemudian yang terakhir tinjauan tentang 
maṣlaḥah mursalah. 
15 
 
Bab ketiga, pada bab ini menjelaskan tentang Deskripsi Putusan 
Pengadilan Agama Surakarta Perkara Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
perkara pembatalan wakaf. 
Bab Keempat, adalah analisis terhadap dasar-dasar hukum Majlis 
Hakim dalam pembatalan wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska di 
Pengadilan Agama Surakarta. 
Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan hasil 
penelitian atau jawaban dari pokok masalah yang ada dalam bab pertama dan 
saran-saran yang diharapkan untuk memberikan solusi dalam pembaharuan 
hukum khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata.  
16 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI  
A. Wakaf 
1. Pengertian Wakaf 
Secara bahasa, Wakaf berasal dari kata “  فقو " sinonim kata 
“بسح “  dengan makna aslinya berhenti, diam ditempat, atau  
menahan. Kata al-waqf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan 
waqfu al-syai’, yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata 
wakaf semakna dengan kata al-babs. Kalimat: habistu abbisu habsan 
dan kalimat: ahbastu uhbisu ahbaasan, maksudnya adalah waqaftu 
(menahan).
1
 
Para ahli fikih dari kalangan mazhab Syafi‟i mendefinisikan 
wakaf dengan berbagai definisi, yang dapat diringkas sebagai berikut: 
a. Imam Nawawi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan 
harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, 
sementara benda itu tetap ada, dan digunakan manfaatnya 
untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah”. 
b. Al-Syarbini Al-Khatib dan Ramli Al-Kabir mendefinisikan 
wakaf dengan: “Menahan harta yang bisa diambil 
manfaatnya dengan menjaga keamanan benda tersebut dan 
memutuskan kepemilikan barang tersebut, dengan 
                                                          
1
  Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Cet. Ke II, 
(Yogyakarta: Pilar Media,2006) hlm. 7. 
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memutuskan kepemilikan barang tersebut dan pemiliknya 
untuk hal-hal yang dibolehkan”. 
c. Ibn Hajar Al-Haitami dan Syaikh Umairah mendefinisikan 
wakaf: “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan dengan 
menjaga keutuhan harta tersebut, dengan memutuskan 
kepemilikan barang tersebut  dari pemiliknya untuk hal yang 
dibolehkan”. 
d. Syaikh Syihabudin al Qalyubi mendefinisikan wakaf 
sebagai: “Menahan harta untuk dimanfaatkan, dalam hal 
yang dibolehkan, dengan menjaga keutuhan barang 
tersebut”.2 
Begitu perhatian utama para ahli fiqih dalam menerangkan 
dalam hukum-hukum wakaf. Ini menunjukan bahwa pengelolaan 
wakaf merupakan unsur pokok hukum-hukum wakaf. Persoalannya 
tidak hanya terbatas pada kenazhiran yang bersentuhan langsung pada 
persoalan wakaf, tapi ada pula pengaruh tidak langsung dari hukum-
hukum wakaf yang lain terhadap pengelolaan wakaf.
3
 
Menurut A. Roihan A. Rosyid, wakaf adalah suatu ibadah 
dengan cara menjadikan suatu benda miliknya, yang kekal zatnya, 
menjadi tetap untuk selama-lamanya, diambil manfaatnya,  bagi 
                                                          
2
  Ibid., hlm. 8. 
3
 Badan Wakaf Indoneia, Menejemen Wakaf di Era Modern, (Jakarta : Badan Wakaf 
Indonesia, 2013), hlm.16. 
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kebaikan (kepentingan) umat manusia.
4
 Sementara dalam UU RI 
No.41 tahun 2004 tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah 
perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan 
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 
untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna 
keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.
5
 
Disamping itu, orang yang mengurus wakaf (nadzir) mempunyai 
kewajiban untuk, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, 
mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para 
mustahik, di mana saja ia (nadzir) memiliki beberapa hak dan 
kewajiban yang sesuai dengan syari‟at islam.6 
2. Dasar Hukum Wakaf 
Berkaitan dengan pensyariatan wakaf, secara khusus, nash 
yang menunjukkan pensyariatan wakaf dalam Al-Qur‟an dan hadis 
tidak ditemukan. Akan tetapi, secara umum banyak ditemukan ayat 
maupun hadis yang menganjurkan agar orang beriman menafkahkan 
sebagian rezekinya untuk kebaikan. Yang menjadi dasar pensyariatan 
wakaf adalah:
7 
                                                          
4
 Mardani, Hukum Islam: Zakat, Wakaf, Sedekah, dan Wakaf, Konsep islam Mengentaskan 
kemiskinandan Menyejahterakan Umat, (Bandung: PT Citra Adity Bakti, 2016), hlm. 153.  
5
 Farid, Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 
hlm.30. 
6
 Tiswarni, Strategi Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Pengalaman Badan Wakaf Al-Qur’an 
(BWA) dan Wakaf Center (WATER), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm.26. 
7
 Rozalinda, Managemen Wakaf Produktif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,  2016), hlm. 
18. 
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                 
             
Artinya: 
kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), 
sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan 
apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah 
mengetahuinya.(QS Ali Imran [3]: 92). 
 
                    
                       
                    
      
Artinya: 
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 
sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 
yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu 
memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 
Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 
memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha 
Kaya lagi Maha Terpuji. (QS Al-Baqarah [2]: 267) 
 
Kata-kata tunfi>qu pada kedua ayat ini mengandung makna 
umum, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat 
ini dijadikan sebagai dalil wakaf. Dalam hadis nabi riwayat Al-
Bukhari dijelaskan, bahwa salah satu amalan yang tidak akan putus 
adalah sadaqah jariyah. 
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َ  لا قَ مَّل س وَيوْي ل ع ََُّللَّاَىَّلضصَيَّللَّاَ  لوُس رََّنَ أَة ري رُىَ يبَِ أَْن ع
َْن يمَ َّلَّيإٍَة ث  لَ ثَْن يمَ َّلَّيإَُوُل  م عَُوْن عَ  ع ط ق ْناَُنا سْنَْلْاَ  تا مَا ذيإ
َْد يٍَحيلا صٍَد ل وَْوأَيويبَُع ف  ت ْ ن ُيٍَمْل يعَْو أٍَة ييرا  جٍَة ق  د صَُو لَوُع 
Artinya: 
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Saw. Telah 
berkata: “apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka 
putuslah amalnya kecuali tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang 
bermanfaat, anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR 
Muslim) 
 
Salah satu bentuk sadaqah jariyah pada hadis ini diwujudkan 
dalam bentuk wakaf. Yaitu merupakan tindakan hukum seseorang 
yang memisahkan sebagian hartanya  dan melembagakan untuk 
selama-lamanya demi kepentingan sosial ekonomi lainnya. Ini berarti 
nilai pahalanya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada wakif.
8
 
3. Undang-undang Yang Mengatur Tentang Wakaf 
Di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tentang wakaf, yaitu: 
a.  Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, 
peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 
Tanah Milik 
b. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 tentang 
peraturan pelaksanaan  peraturan menteri Agama nomor 1 
tahun 1978. 
                                                          
8
 Ibid., hlm. 19. 
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c. Kompilasi Hukum Islam (KHI), berdasarkan Instruksi Presiden 
Nomor 1 Tahun 1991.  
d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan 
Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf. 
e. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang 
pelaksanaan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. 
f. Peraturan Menteri Agama nomor 4 tahun 2009 tentang 
administrasi pendaftaran wakaf uang.
9
 
 
4. Unsur dan Persyaratan Wakaf 
Praktik wakaf memerlukan unsur-unsur (rukun) yang harus 
memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Unsur-unsur yang 
dimaksud adalah pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauqu>f 
bi>h), penerima wakaf (mauqu>f’ alai >h), pernyataan atau ikrar wakaf 
(s}ighat), dan pengelola (nadzir,qayim,mutawali) baik berupa lembaga 
atau perorangan yang bertanggungjawab untuk mengelola dan 
mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan 
peruntukannya. 
a. Pewakaf (Waqif) 
Dikalangan fuqa>ha sepakat bahwa orang-orang yang 
hendak melakukan transaksi wakaf harus memenuhi persyaratan 
                                                          
9
Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Bandung: Mandar Maju, 2014), 
hlm.71.   
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tertentu agar perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Wakaf 
sebagaimana telah dikemukakan diatas, adalah perbuatan hukum 
memisahkan hak dengan tujuan untuk melaksanakan perintah 
Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya tanpa mengharapkan 
imbalan materi dari pihak maupun seperti halnya hibah dan 
sedekah. Oleh karena itu pewakaf disyaratkan harus seseorang 
yang dipandang cakap untuk melakukan amal kebajikan (ahl li al-
tabarru) dengan indikator sebagai berikut:
10
 
1) Pewakaf adalah orang dewasa, bukan anak-anak yang 
belum dewasa sekalipun sudah memiliki kemampuan 
unyuk mengidentifikasi dan sudah dapat menentukan 
pilihan sendiri (mumayyiz), tidak sah beramal wakaf. 
2) Pewakaf berakal sehat, orang yang sakit ingatan 
(majnun) semua tindakannya tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, oleh karena itu tidak sah 
beramal wakaf. Hal lain yang menyebabkan tindakan 
seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan adalah 
mabuk (sakar) dan idiot (ma‟tuh).11 
3) Pewakaf pada saat mewakafkan hartanya dalam 
keadaan sehat, bukan orang yang sedang sakit keras. 
Orang yang sedang sakit keras tidak sah mewakafkan, 
                                                          
10
 Mukhlisin, Hukum Perwakafan Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat 
(Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor) , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 
2010), hlm.109. 
11
 Ibid.,hlm, 110. 
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kecuali dalam batas sepertiga harta. Pembaatasan ini 
dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak 
orang lain seperti hak orang yang berpiutang dan hak 
ahli waris. Seorang pemilik harta ketika sedang sakit 
diberi hak untuk beramal maksimal sepertiga harta. 
Ketentuan ini terdapat dalam hadis Sa‟ad bin Abi 
Waqqas berikut: 
 ٍدْعَس ْنَع  ِهللَّا ُلوُسَر بَِداَع َلَق:صقو بَِأ نب
ا ىهلَص ٍعَجَو ْنِم ِعاَدَوْلا ِة هجَح فِ َمهلَسَو ِوْيلَع ُهللَّ
 ِهللَّا َلوُسَر َيَ ُتْلُق َف ِتْوَْلا ىلَع ُوْنِم ُتْيَفْشَأ
 هلَِإ نُِِثَري َلََو ٍلاَموُذَنََأَو ِعَجَوْلا ْنِم ىَر َت اَم ِنَِغَل َب
 َلاَق لِاَم ْيَثُل ُِثب ُق هدَصََتَأَفأ ٌةَدِحاَو لِ ٌةَن ْبا َلاَق َلَ
  ُثُلُّ ثلاَو ُثُلُّ ثلا َلَ َلاَق ِِهرْطَشِب ُق هدَصََتَأَفأ ُتْل ُق
 ْنَأ ْنِم ٌر ْ يَخ َءاَيِنْغَأ َكَت َثَرَو َرَذَت ْنَأ َك هنِإ ٌيرِشَك
 َساهنلا َنوُف هفَكَت َي ًةَلاَع ْمُىَرَذَت. 
Artinya: “Rasulullah SAW datang mengunjungiku pada 
tahun Haji Wada, dan ketika itu saya sakit keras, lalu 
saya berkata” Ya, Rasulullah, bagaimana pendapat 
anda, saya sudah sakigt keras dan saya memiliki banyak 
harta, tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali seorang 
anak perempuan, apakah saya boleh menyedekahkan 
hartaku 2/3 harta? Rasulullah menjawab: “tidak”. Aku 
berkata: “bagaimana kalau ½ harta ya Rasulullah? 
Rasulullah menjawab: “tidak”. Aku berkata: 
“bagaimana kalau 1/3? Rasulullah menjawab: “ 1/3? 
1/3 itu sudah banyak dan besar. Sesungguhnya engkau 
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih 
24 
 
baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan 
kekurangan dan meminta-minta kepada manusia. 
4) Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang 
diwakafkannya, seseorang yang diserahi tugas untuk 
mengurus harta, atau hanya sebagai pengguna, seperti 
pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan 
pembeli gadai, tidak dapat mewakafkan harta yang 
dikuasainya karena bukan pemilik penuh.
12
 
5) Pewakaf adalah pemilik sah terhadap harta yang 
diwakafkannya, penggasab, penyerobot, pencuri dan 
pemilik harta ilegal lainnya, tidak sah mewakafkan 
harta yang dimilikinya secara ilegal karena bukan 
pemiliknya yang sah. 
6) Pewakaf adalah orang yang cakap bertindak (rasyid) , 
bukan orang yang dibawah pengampuan baik karena 
berlaku boros (safih) atau karena jatuh pailit (muflis). 
Orang yang berlaku boros atau jatuh pailit tidak sah 
mewakaafkan hartanya. 
7) Pewakaf tidak tenggelam hutang, orang yang 
mempunyai hutang melebihi jumlah hartanya tidak sah 
mewakafkan. 
8) Pewakaf beragaama Islam; ahli fikih dari berbaagai 
madzhab tidak mensyaratkan Islam sebagai syarat 
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keabsahan wakaf, mereka memandang wakaf yang 
dilakukan oleh orang non Islam hukumnya sah.
13
 
b. Harta Yang Diwakafkan (Mauqu>f Bi>h) 
Mengenai harta yang boleh diwakafkan masih menjadi 
perdebatan ulama fikih, masing-masing mempunyai pandangan 
sesuai dengan batasan yang mereka berikan. Imam Malik dan 
para pendukung madzhabnya membolehkan wakaf terhadap 
semua benda bergerak dan benda tidak bergerak. Menurut mereka 
wakaf sama dengan sedekah, benda-benda yang disedekahkan 
dapat diwakafkan. Ulama Hanabilah sama halnya dengan ulama 
Syafiiyah. Abu Hanifah menyatakan bahwa transaksiwakaf sama 
dengan pinjaman. Menurut pandangannya benda bergerak tidak 
lestari tidak boleh diwakafkan kecuali apabila mengikuti benda-
benda tidak bergerak.
14
 
c. Penerima Manfaat Wakaf (Al-Mauqu>f’alai >h)  
Seorang pemuka madzhab Syafi‟ie, Al-Rafi‟ie membagi 
sasaran wakaf menjadi dua macam, yaitu sasaran wakaf yang 
ditujukan untuk orang  atau lembaga tertentu. Apabila sasaran 
wakaf berupa orang atau lembaga tertentu maka syaratnya harus 
orang atau lembaga yang cakap menerima hak seperti dalam 
hibah dan wasiat. Dengan demikian orang-orang non Islam yang 
mendapat perlindungan di negara Islam (kafir dz}immi>) dapat 
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menerima wakaf karena mereka dapat menerima hibah dan 
wasiat.
15
 
d. Ikrar Wakaf (S}i>gat) 
Ikrar atau pernyataan adalah rukun wakaf yang sangat 
penting. Ulama Hanafiyah memandangnya sebagai satu-satunya 
rukun dalam transaksi wakaf. Mereka mengatakan bahwa rukun 
wakaf hanyalah ikrar atau pernyataan dengan menggunakan 
kalimat-kalimat tertentu. Apabila seseorang menyatakan: “tanah 
ini aku jadikan sedekah wakaf yang abadi bagi fakir miskin” 
maka hukumnya sah menjadi wakaf. Abu Yusuf menegaskan 
bahwa wakaf telah terjadi dan terpisaah dari milik pewakaf ketika 
ikrarnya diucapkan tanpa menunggu tindakan lebih lanjut.
16
 
e. Pengelola Wakaf (Nadzir,qayim,mutawali) 
Orang atau badan yang diberi wewenang untuk mengelola 
harta wakaf dalam isstilah teknis disebut nadzir atau qayim atau 
mutawali. Pada dasarnya pengelolaan wakaf adalah 
tanggungjawab pewakaf, mengingat pewakaf adalah pemiliknya 
yang pertama. Namun demikian pewakaf dapat menunjuk orang 
lain yang dipercaya untuk mengelola harta wakafnya. Nadzir 
harus jujur dan adil serta memiliki kecakapamdan kemampuan.
17
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5. Pembatalan Wakaf 
Larangan membatalkan dan menjual wakaf kecuali karena sebab 
tertentu. Wakaf adalah akad „lazim‟ (harus dilaksanakan) yang tidak 
boleh dibatalkan. Yakni akad yang bersifat tetap yang tidak mungkin 
diubah dan tidak boleh di batalkan. Sebab,  ia termasuk salah satu 
sedekah yang dikeluarkan karena Allah Ta‟ala, sehingga ia tidak boleh 
diambil kembali, seperti halnya sedekah. Ketika seseorang 
mengucapkan: “aku wakafkan rumahku,” atau “aku wakafkan 
mobilku,” atau “aku wakafkan bukuku,” maka akad tersebut harus 
dilaksanakan, tidak khiyaarul majelis (hak memilih untuk melanjutkan 
atau membatalkan ketika masih ditempat akad), tidak seperti wasiat. 
Sebab wasiat adalah akad yang tidak dilaksanakan pada saat 
pengucapan. Namun baru dilaksanakan setelah seseorang yang 
berwasiat itu meninggal.
18
 Jika seseorang yang mewakafkan hartanya 
telah meninggal, jika ahli warisnya membolehkannya, maka wakaf 
tersebut dapat dapat dilaksanakan. Namun jika merasa tidak 
membolehkannya maka akad tersebut tidak dilaksanakan kecuali 
sebatas sepertiga dari harta peninggalannya. Yang benar, akad tersebut 
tidak berlaku kecuali setelah orang tersebut meninggal dunia. Selama 
dia masih hidup, dia boleh mengubah, mengganti atau 
membatalkannya. Setelah dia meninggal, jika ahli warisnya 
mengizinkan, maka akad wakaf tersebut dilaksanakan. Namun, jika 
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 Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin , Panduan Wakaf Hibah dan Wasiat, 
Terjemahan, Abu Hudzaifah, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi‟i, 2008), hlm. 84. 
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mereka tidak mengizinkannya maka yang diwakafkan hanya sepertiga 
dari harta peninggalannya. Ungkapan wakaf adalah akad „lazim (yang 
harus dilaksanakan) yang tidak boleh dibatalkan. Secara zhahir, 
ungkapan itu menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara 
seseorang yang memiliki utang dan yang tidak memiliki utang 
(padahal telah diketahui bahwa jika orang yang berutang telah dilarang 
untuk mengeluarkan hartanya, maka wakafnya tidak sah). Jika orang 
tersebut tidak dilarang untuk mengeluarkan hartanya, sementara 
jumlah utangnya sama dengan seluruh harta yang ia miliki, maka 
menurut zahir dari uangkapan penulis wakaf itupun tetap dilaksanakan.  
Pendapat yang kedua dan inilah pendapat yang lebih kuat 
mengatakan bahwa waakaf dalam kondisi sepeti itu tidak berlaku dan 
tidak boleh dilaksanakan. Sebab, membayar utang hukumnya wajib, 
sedangkan wakaf adalah amal perbuatan sunnah. Dan kita tidak boleh 
mempersempit sesuatu yang wajib untuk sesuatu yang sunnah. 
Pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.
19
 
Sekiranya utang tersebut terjadi setelah seseorang berwaakaf, misalnya 
seseorang mewakaafkan rumahnya lalu ia jatuh miskin dan berutang, 
apakah wakaf tersebut bisa dibatalkan? Syaikhnul Islam mengatakan 
orang tersebut boleh menjual harta wakafnya untuk membayar 
utangnya, karena kondisi seperti ini tidak jauh berbeda dengan masalah 
al-muddabar, yaitu budak yang merdeka setelah tuannya meningal. 
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Dan Nabi pernah menjual seseorang budak muddabar untuk menutupi 
utang tuannya. Namun yang paling rajih (kuat) adalah pendapat 
sebelumnya. Yakni, jika terjadi utang selain wakaf, maka waakaaf 
tersebut tetap dilaksanakan.. Ketika dibolehkan menjual wakaf, maka 
sedapat mungkin dialihkan kepada sesuatu yaang lebih dekat kepada 
maksud dan tujuan dari orang yaang berwakaf, yaitu sama dengan 
wakaf yang pertama atau paling tidak mendekatinya.
20
  
 
B. Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah 
1. Pengertian Maṣlaḥah Mursalah 
Seluruh hukum yang di tetapkan Allah SWT atas hamba-Nya 
baik dalam perintah maupun larangan adalah mengandung maṣlaḥah. 
Tidak ada hukum Syara‟ yang sepi dari maṣlaḥah. Seluruh perintah 
Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk 
dirinya baik secara langsung ataupun tidak. Manfaat itu ada yang dapat 
di rasakannyan pada waktu itu dan ada juga yang di rasakan 
sesudahnya. Misalnya Allah menyuruh sholat yang mengandung 
banyak manfaat, antara lain bagi ketenangan ruhani dari kebersihan 
jasmani.
21
 Maslahah mursalah merupkan salah satu metode yang 
dikembangkan  ulama Ushul Fiqih dalam melakukan istinbath hukum 
Islam dari nash sebagai hujjah didasarkan pada pandangan tentang 
adanya illat dalam suatu hukum. Sebelum membahas lebih jauh 
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 Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 
185. 
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tentang konsep maṣlaḥah mursalah sebagai salah satu metode istinbath 
hukum, terlebih dahulu kita bahas hakikat maṣlaḥah itu sendiri.22 
Menurut bahasa, maṣlaḥah berarti manfa‟at dan kebaikan, 
sedang mursalah berarti terlepas. Menurut Istilah, maṣlaḥah mursalah 
ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara‟ dalam penetapan 
hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau 
menolaknya. Pada hakekatnya, maslahah mempunyai dua sisi, yaitu 
sisi positif (ija>bi) dan sisi negatif (salabi). Sisi positif berupa 
merealisasikan kebaikan (ija>d al-manfa>ah). Sedangkan sisi negatif 
berupa menolak kerusakan atau bahaya (daf’al <-mafsadah).23 
Dalam hukum Islam ada tiga macam maslahah yang harus 
diperhatikan. Pertama, maṣlaḥah mu’tabar, yaitu maslahah yang ada 
dalilnya dalam syara‟. Maṣlaḥah  ini berhubungan dengan agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta (maṣlaḥah d}aruriyah). Kedua, maṣlaḥah  
mulghah, yaitu maslahah yang dibatalkan oleh nash, seperti anak 
perempuan dan bagiannya dengan anak laki-laki dalam menerima 
pusakan dengan alasan karena sama dekat hubungannya, disamping 
anak perempuan itu saama-sama menanggung kesusahan bersama 
suaminya. Maslahah ini dibatalkan karena ada nash, yakni “Bagi anak 
laki-laki mendapat bagian dua kali bagian anak perempuan. Ketiga, 
maslahah mursalah, yaitu menetapkan hukum pada suatu peristiwa 
                                                          
22
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yang tidak ada ketentuan nash dan ijma‟, berdasarkan maslahah yang 
tidak ada dalil syara‟ yang membolehkan atau melarangnya.24   
Terhadap istilah ini ulama usul berbeda-beda dalam memberikan 
definisi sebagai berikut 
a. Abdul Wahhab khalaf mendefinisikan  
 َلُد يَ  ْلَ وَ ا هيقْييقْح تيلَ اًمْكُحَ ْعيرْش يَ  ْلََ يتِلاَ ُة  ح لْص لماَ
َيتْعياَ  ىل عَى
يعْر شَُلْييل دَا  هيئا غْلياَْو اَا  ىيرا ب 
“Maṣlaḥah yaitu maṣlaḥah yang ketentuan 
hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil 
syara‟ yang menunjukkan tenteng kebolehan dan tidaknya 
maṣlaḥah tersebut”. 
b. Abu Zahrah dalam kitabnya usul fiqih menyebutkan: 
َ يحيلا ص ميلَ  ي
يىَ يحَ  لَ صيتْس يلَّاْو اَ ُة ل سُْرلماَ ُة  ح لْص مْلا و
َ لَلماََا  لَُد  هْش ي  لَّ وَ ىيم  لَْسيلَّاَ يعيرا شلاَ يد يصا ق ميلَ ية م ئ
َيءا غْلَ يْلَّاَيو اَيرَا بيتْع يْلَّ يبَِ يل صُاَ
 
“ Maṣlaḥah atau istislah yaitu segala kemaslahatan 
yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari‟ (dalam 
menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus 
yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.” 
 
c. Yusuf musa memberikan pengertian: 
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  Dedi Supriadi, Ushul Fiqih Perbandingan, Cet. Ke I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 
hlm. 229.  
32 
 
 َلُكٍََة ح لْص مََُمَ يْيْ غَّي قٍَ ص نيبَ يهيدََ  لَياْوُعْد يَ يعيرا شلاَ  نيم
 َبيتْعياَ يم  د عَ ْو اَ ا  ىيرا بيتْعياَْل  جَ ا ىيرا بيتْعياَ يفِ وَ ا ىيراَُبََْف  نٍَعَ
َُعْف دَْو اٍََر ر ض 
“Maṣlaḥah yaitu segala kemaslahatan yang tidak 
diatur oleh ketentuan syara‟ dengan mengakui atau 
tidaknnya akan tetapi mengakuinya dapat menarik manfaat 
dan menolak kemadaratan.” 
 
d.  Abdullah bin Abdul Husein dalam kitabnya Asbābul 
Ikhtilāfi al-Fuqahā merumuskan maṣlaḥah mursalah sebagai: 
َ يلْييل  ديبَ يءا غْلييبَِ  لَّ وَ ا ىيرا بيتْع يبَِ يعير شلاَ ا  لََ ْد  هْش يَ  ْلَا م
َْت نا  ك وَ ي يَ عُما  ىا نْع مَُلْق علاَُكيرْد يَ يتِ لايرْوُُملَّاَ يفِ 
“(Maṣlaḥah mursalah) yaitu kemaslahatan yang 
tidak jelas diakui atau ditolak oleh syara‟ dengan suatu dalil 
tertentu dan ia termasuk persoalan yang dapat di terima oleh 
akal tentang fungsinya”.25 
 
Maṣlaḥah mursalah menurut para ahli Usul memberikan takrif 
yaitu: “Memberikan hukum syarak kepada sesuatu kasus yang tidak 
terdapat dalam nash atau Ijma‟ atas dasar memelihara kemaslahatan”. 
maṣlaḥah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak 
disinggung oleh syara‟ dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang 
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 Safudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal sebagai Sumber Hukum Islam Cetakan II, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 82-83.   
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menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika 
dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau 
kemaslahatan. Maslahah mursalah disebut juga maslahat yang mutlak. 
Karena tidak ada dalil yang mengakui kesahan dan kebatalnnya. Jadi 
membentuk hukum dengan cara maslahah mursalah semata mata 
untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk 
mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan 
bagi manusia.
26
 
2. Dasar Hukum Maṣlaḥah Mursalah 
Dasar hukum maṣlaḥah mursalah, yang dijadikan para ulama 
sebagai salah satu dalil syara‟, yaitu: 
a. Persoalan manusia yang dihadapi dan tumbuh selalu 
berkembang, demikian pula dengan kepentingan dan keperluan 
hidupnya, kenyataan menunjukkan bahwa banyak hal-hal atau 
persoalan yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW yang 
kemudian timbul dan terjadi pada masa-masa sesudahnya, 
bahkan ada yang terjadi tidak lama setelah Rasulullah SAW 
meninggal dunia. Dan seandainya apabila tidak ada dalil yang  
dapat memecahkan hal-hal yang demikian maka akan 
sempitlah kehidupan manusia, dalil itu adalah dalil yang dapat 
menetapkan mana yang merupakan kemaslahatan manusia dan 
mana yang tidak sesuai dengan dasar-dasar umum dari agama 
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Islam. Jika hal itu telah ada, maka dapat direalisasikan 
kemaslahatan manusia pada setiap masa, keadaaan dan tempat. 
b. Sebenarnya para sahabat, tabi‟in, tabi‟it tabi‟in dan para ulama 
yang datang sesudahnya, sehingga mereka dapat segera 
menetapkan hukum yang sesuai dengan kemaslahatan kaum 
muslimin pada masa itu. Misalnya Khalifah umar telah 
menetapkan talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus jatuh tiga, 
padahal pada masa Rasulullah SAW hanya jatuh satu, Khalifah 
Usman telah memerintahkan telah penulis Al-Qur‟an dalam 
satu mushaf dan Khalifah Ali pun telah menghukum bakar 
hidup golongan Syi‟ah Radidhah yang memberontak, 
kemudian diikuti oleh para ulama yang datang sesudahnya.
27
 
3. Alasan-alasan Ulama yang menjadikan hujjah Maṣlaḥah Mursalah 
Madzhab Maliki sebagai pembawa bendera maṣlaḥah mursalah 
sebagaimana disebutkan, mengemukakan tiga alasan sebagai 
berikut:
28
 
a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan maṣlaḥah 
mursalah, diantaranya. 
1) Sahabat mengumpulkan Al-Qur‟an ke dalam beberapa 
mushaf. Padahal hal itu tidak pernah di lakukan di masa 
Rasulullah SAW.
29
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 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  455-460. 
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2) Khulafa ar-Rasyidin menetapkan keharusan meanggung ganti 
rugi kepada para tukang.
30
 
3) Umar bin khatab RA memerintahkan para penguasa (pegawai 
negeri) agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta 
kekayaan yang di peroleh dari kekuasaannya.
31
 
4) Umar bin Khatab RA sengaja menumpahkan susu yang di 
campur air guna memberi pelajaran kepada mereka yang 
berbuat mencampur susu dengan air.
32
 
5) Para sahabat menetapkan hukuman mati kepada semua 
anggota kelompok (jama>ah) lantaran membunuh satu orang 
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Alasan yang mendorong mereka melakukan pengumpulan itu tidak lain kecuali semata-
mata untuk kemaslahatan, yaitu menjaga Al-Qur‟an dari kepunahan atau kehilangan 
kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar hafiẓ dari generasi sahabat. Selain itu, 
merupakan bukti nyata dari firman Allah: 
 َنوُظِفاَحَل َُهل اَِّنإَو َزْك ِّذلا اَنْل َّزَن ُنْحَن اَِّنإ 
Sesungguhnya kami-lah yang menurunkan Al Qur’an, dan sesungguhnya kami benar-benar 
memeliharanya (QS. Al-Hijr:9). Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2014), hlm.  455. 
 
30
 Padahal menurut hukum asal,  bahwasanya kekuasaan mereka didasarkan atas 
kepercayaan (amanah). Akan tetapi ternyata seandainya mereka tidak di bebani tanggung jawab 
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harta benda orang lain yang berada di bawah tanggung-jawabnya. Sahab Ali RA menjelaskan 
bahwa atas berlakunya ganti rugi (memberi jaminan) di sini adalah maslahat. Ia berkata: 
“Masyarakat tidak akan menjadi baik kecuali dengan jalan di terapkannya ketentuan tentang ganti 
rugi (jaminan)”.  Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  456. 
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dengan cara yang tidak halal. Jadi kemaslahatan umumlah yang mendorong Khalifah Umar 
mengeluarkan kebijakan itu. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
2014), hlm.  456. 
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Sikap Umar itu tergolong dalam kategori maslahat, agar mereka tidak menggulangi 
perbuatannya lagi: mencampur susu. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2014), hlm.  456. 
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jika mereka secara bersama-sama melakukan pembunuhan 
tersebut, karena kemaslahatan menghendakinya.
33
 
6) Adanya maslahat sesuai dengan maqāṣid as-syari’ (tujuan-
tujuan syari‟), artinya dengan mengambil maslahat berarti 
sama dengan merealisasikan maqāṣid as-syari’. Sebaliknya 
mengesampingkan maslahat berarti  mengesampingkan 
maqāṣid as-syari’. Sedangkan mengesampingkan  maqāṣid 
as-syari’ adalah batal. Oleh karena itu adalah wajib 
menggunakan dalil maslahat atas dasar bahwa ia adalah 
sumber hukum pokok (as}l) yang berdiri sendiri. Sumber 
hukum ini tidakkeluar dari us}ūl (sumber-sumber pokok), 
bahkan terjadi singkronisasi antara mas}laḥah dan maqāṣid as-
syari’, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan 
dan kesempitan. 
7) Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang 
jelas mengandung mas}laḥah asy-syar’iyah,  Allah SWT 
berfirman:  
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 Alasannya orang yang dibunuh adalah ma‟sum (terpelihara) darahnya, sementara ia 
telah dibunuh dengan sengaja. Seandainya kita berpendapat bahwa kelompok orang (jama‟ah) 
tidak dikenakan hukuman mati dengan membunuh satu orang, maka dalam kasus  seamacam itu 
menumpahkan darah  seseorang oleh orang banyak sama artinya dengan menghindarkan dari 
hukuman qiṣaṣ. Sebab untuk melakukan pembunuhan terhadap satu orang, cukup bisa dilakukan 
oleh dua orang. Maka setiap orang yang ingin selamat dari sanksi hukuman qiṣaṣa, ia bisa 
melakukan pembunuhan bersama orang lain (cukup berdua), dan keduanya terbebas dari hukuman 
saksi tersebut, sementara lawannya mati terbunuh. Oleh karena itu, kemaslahatan mendorong 
untuk di terapkannya hukuman mati terhadap seluruh anggota kelompok (jama‟ah) hanya karena 
membunuh satu orang di daerah San’a, kemudian umar membunuh mereka semua, dan berkata: 
“seandainya seluruh penduduk San’a bersama-sama membunuhnya, niscaya aku bunuh 
semuanya.” Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  457. 
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ٍَج ر حَْن
يمَ ينيي دلاَ يفَِْمُكْي ل عَ ل ع جَا م و 
Artinya: Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam 
agama suatu kesempitan (al-hajj:78)
34
 
 
Firman Allah lagi: 
َُدييُري َرْسُعْلاَُمُكيبَُدييُريَ  لَّ وَ  رْسُيْلاَُمُكيبَُ َّللَّا 
Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 
menghendaki kesukaran bagimu. (Al-Baqarah:185)
35
 
 
Nasrun Haroen menjelaskan bahwa alasan Jumhur dalam 
menetapkan mas}lah}ah dapat dijadikan hujjah antara lain adalah:36 
a) Hasil indikasi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa 
setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia 
dalam hubungan ini Allah berfirman: 
 َيَيم لا عْليلًَة ْحْ رَ َّلَّيإَ  كا نْل  سْر أَا م و 
Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk 
(menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Al-Anbiya:107)
37
 
 
b) Kemaslahatan manusia akan selalu dipengaruhi perkembangan 
tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. 
c) Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada 
beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab tidak 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Semarang: 
Kemusdasmoro Grafindo, 1994), hlm. 523. 
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 Ibid, hlm. 46. 
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 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm.122-123. 
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 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Semarang: 
Kemusdasmoro Grafindo, 1994), hlm. 508. 
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memberi bagian zakat kepada muallaf karena menurut Umar, 
kemaslahatan orang bayak menuntut hal itu. 
Muhammad Abu Zahra juga menyebutkan alasan-alasan dari 
golongan yang tidak memakai dalil mas}lah}ah, dapat teringkas dalam 
empat hal sebagai berikut:
38
 
(1) Mas}lah}ah yang tidak didukung oleh dalil khusus akan mengarah 
pada salah   satu bentuk pelampiasan dari keinginan nafsu yang 
cenderung mencari keenakan.
39
 
(2) Mas}lah}ah andaikan dapat diterima (mu’tabara>h), ia termasuk 
kedalam kategori qiyas dalam arti luas (umum), andaikan tidak 
mu’tabara>h, maka ia tidak tergolong qiyas.40 
(3) Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada nash terkadang 
akan berakibat kepada suatu penyimpangan dari hukum syari‟at 
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 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  455-460. 
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 Padahal tidak demikian halnya prinsip-prinsip syari‟ah Islam. Dalam menjelaskan 
alasan tersebut dalam kaitannya dengan istihsan dalam Maslahat mursalah, imam al-Ghazali 
berkata: “Sesungguhnya kita tahu dan yakin bahkan pada hawa nafsu dan syahwat tanpa 
memandang indikasi dari beberapa dalil. Istihsan tanpa memperhitungkan dalil-dalil syara‟ adalah 
hukum yang didasarkan pada hawa nafsu semata. “Khusus mengenai Mas}lah}ah Mursalah ia 
berkata: “Mas}lah}ah Mursalah jika tidak ditopang oleh Syari‟ (adanya dalil syara‟) 
kedudukannya sama dengan Istihsan.” Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka 
Firdaus, 2014), hlm.  458. 
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Adalah tidak bisa dibenarkan suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu 
masalah terhadap Mas}lah}ah mu’tabarah sementara maslahat itu tidak termasuk ke dalam nash dan 
qiyas. Sebab pandangan semacam itu akan membawa ke suatu kesimpulan tentang terbatasnya 
nash-nash al-Qur‟an atau hadist Nabi dalam menjelaskan syari‟at dengan kenyataan tabliq yang 
telah diperankan oleh Nabi SAW serta bertentangan dengan sabdanya: Artinya: “Aku tinggalan 
kamu pada jalan yang terang. Malamnya bagaikan siang.” Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  459. 
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dan tindakan kedzaliman terhadap rakyat dengan dalil maslahat, 
sebagaimana yang dilakukan raja-raja yang lalim.
41
 
(4) Seandainya kita memakai maslahat sebagai sumber hukum 
pokok yang berdiri sendiri, niscaya hal itu akan menimbulkan 
terjadinya perbedaan hakum akibat perbedaan negara, bahkan 
perbedaan hukum akibat perbedaan negara, bahkan perbedaan 
pendapat perorangan dalam satu perkara.
42
  
4. Syarat-Syarat Menjadikan Dalil Mas}lah}ah Mursalah 
Kehujjahan mas}lah}ah mursalah tidak diterima oleh semua 
ulama. beberapa ulama yang mendukung mas}lah}ah mursalah sebagai 
hujjah diantaranya Imam Malik, Jumhur Ulama, Najmudin at}-T}ufiy
43
. 
                                                          
41Dalam hubungan ini Ibnu Taimiyah berkata: “Hal tersebut dapat ditinjau dari segi 
kemaslahatan yang akan menimbulkan kegocangan besar dalam urusan agama. Sejumlah besar 
dan masyarakat melihat adanya maslahat dalam menjalankan nya, berdasarkan prinsip tersebut 
(mengambil maslahat tanpa berpegang pada nash). Diantara maslahat-maslahat itu kadangkala 
sebenarnya merupakan larangan syara‟ yang  tidak diteriama atau diketahui, kadangkala mereka 
mengajukan dalam maṣlaḥah mursalah ungkapan (kalam) yang berlawanan dengan nash. Malahan 
antara maṣlaḥah mursalah  yang mereka ambil, banyak yang mengesampingkan maslahat-
maslahat yang wajib diterima menurut syara’, atas dasar anggapan bahwa syara’  tidak 
menerangkan hal itu sebagai berbagai hal kewajiaban dan perbuatan mustasab (sunnah) 
ditinggalkan, atau bahkan jatuh kedalam perbuatan terlarang atau yang makruh. Kadangkala juga 
syara‟ menerangkan hal itu ,tetapi tidak di ketahuinya. Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, 
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  459-460.  
  
42
Di suatu negara, perkara tersebut tergolong haram karena dipandang mengandung 
kemadharatan, simentara di negara lain tergolong halal karena di pandang mengandung manfaat. 
Atau, haram karena mengandung madharat menurut sebagai orang, dan halal menurut orang yang 
lain. Padahal tidak demikian seharusnya syari‟at yang berlaku universal, sepanjang zaman. 
Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm.  460.  
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 Najmuddin Ath-Thufiy (lahir 675-716 H/1276-1316).  Ath-Thufiy mendasrkan 
mas}lah}ah kepada hadist Nabi yang berbunyi:  
 َِملاْسِلإا ىِفَراَزَِضلاَوَزََضلا 
“Tidak boleh memadharatkan dan (pula) memadharatkan (orang lain).” (HR. Al-Hakim, 
al-Baihaqi, al-Daruquthni, Ibnu Majah dan Ahmad ibn Hanbal). Menurut Ath-Thufiy mas}lah}ah 
hujah terkuat yang  secara mandiri dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Ia tidak membagi  
mas}lah}ah sebagai mana yang dilakukan jumhur Ulama. ada empat prinsip yang dianut al-Thufi 
tentang mas}lah}ah yang menyebabkan pandangan berbeda dengan Jumhur ulama, yaitu: (1) Akal 
bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadahan (kemudaratan), khususnya dalam bidang 
40 
 
Adapun ulama yang menolak kehujahan adalah ulama D}ahiriyah dan 
Syiah. Golongan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi‟i tidak menggap 
mas}lah}ah mursalah sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri dan 
memasukkannya dalam bab qiyas. Jika di dalam suatu mas}lah}ah tidak 
ditemukan nash yang bisa dijadikan acuan qiyas, maka mas}lah}ah 
maslahah tersebut dinggap batal, tidak diterima.
44
 
a. Imam madzhab yang menggunakan dalil maslahah mursalah 
adalah Imam Malik. Untuk menerapkan dalil maṣlaḥah mursalah 
beliau mengajukan  tiga syarat yaitu: 
1. Adanya persesuain antara maslahat yang dipandang sebagai 
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari‟at 
(maqāṣid as-syari’). Dengan adanya persyaratan tersebut, 
berarti tidak boleh menegaskan sumber dalil  yang lain atau 
bertentang dalil yang qot}’i >. Akan tetapi harus sesuai dengan 
maslahat-maslahat yang memang ingin di wujudkan oleh 
syar‟i. Contohnya seperti jenis maslahatnya tidak asing, 
meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil yang khas. 
                                                                                                                                                               
mu‟amalat. (2) Mas}lah}ah merupakan dalil mandiri dalam menetapkan hukum. (3) Mas}lah}ah 
hanya berlaku dalam masalah mu‟amalah dan adat kebiasaan. (4) Mas}lah}ah merupakan dalil 
syara‟ paling kuat. Diantaranya contoh-contoh masa sekarang yang didasar atas  mas}lah}ah 
mursalah adalah surat kawin alat bukti dan aturan lalu lintas atas dasar mas}lah}ah. Nasrun 
Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 125-126. 
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 Penolakan kehujahan itu sebab menurut mereka apabila mas}lah}ah dapat diterima 
sebagai dalil syara‟, maka akan mengakibatkan hilangnnya kesucian hukum-hukum syara‟ sebab 
unsur subjektif yang akan timbul dalam menetapkan suatu kemaslahatan. Selain itu mereka juga  
beranggapan kemaslahatan itu sendiri terletan antara dua kemungkinan, yaitu kemungkinan di 
dukung oleh syara‟ dan kemungkinana di tolak oleh syara‟. Sesuatu yang keberadaannya masih 
dalam “kemungkinan” tidak bisa dijadikan dalil dalam menetapkan hukum. Nasrun Haroen, Ushul 
Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm.128.  
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2. Maslahat itu harus masuk akal, yaitu mempunyai sifat-sifat 
yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada kelompok 
yang rasiaonal maka akan diterima. 
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka 
menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Di dalam 
pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima diakal itu 
tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.
45
 
Allah berfirman:  
...ٍَجرَح  ْنِم  ِني ِّدلا  فِ  ْمُكْيَلَع  َلَعَج اَمَو... 
“ dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama 
suatu kesempitan.” (QS.al-Hajj: 78)46 
 
b.  Para Ulama yang menjadikan maslahah mursalah sebagai hujjah 
tidak membiarkannya begitu saja berada dalam kemutlakannya, 
tanpa dibatasi oleh batasan dan syarat apapun, akan tetapi mereka 
sangat berhati-hati dan memberikan syrat-syarat yang 
membatasinya agar ia tidak dijadikan sebagai perantara untuk 
menentukan hukum dengan berdasarkan hawa nafsu, juga 
kezhaliman dan kesia-siaan. Karena menentukan suatu 
kemaslahatan merupakan hal yang bersifat estimatif yang dimana 
tidak dilakukan dengan hati-hati, maka bisa mengakibatkan adanya 
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 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 454  
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 Departeman Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya  Jilid VI (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 459 
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jalan yang meneju pada kekliruan adapun syarat-syarat tersebut 
adalah:  
Berdasakan dengan dibuktikan dengan penelitian dan analisa yang 
mendalam bahwa kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan 
yang sebenarnya yang bukan bersifat ilusif belaka. Maksudnya 
yaitu penegakan hukum yang berdasarkan kemaslahatan harus 
berupa menarik manfaat atau menolak bahaya, sebab dengan hal 
itu, maslahat tersebut sesuai dengan maslahat yang menjadi tujuan 
syariat. Sedangkan penentuan maslahat hanya sekedar pemikiran 
semata, tanpa melakukan penelitian penelitian yang detail dan 
analisa yang mendalam sserta tanpa melewati perbandingan yang 
proposional antara segi manfaat dan kerusakan, maka itu adalah 
termasuk  kemaslahatan yang bersifat ilusif, tidak boleh dijadikan 
landasan dalam menentukan hukum. Dengan demekian, orang 
yang mengira ada maslahat dalam hal hilangnya hak talak bagi 
suami dan hak talak tersebut hanya pada hakim, atau memberikan 
hak talak kepada istri dan menjadikannya sama dengan suami 
dalam hal itu, maka ia tidak boleh menentukan suatu hukum hanya 
berdasarkan pemikiran semata, akan tetapi ia juga hurus 
melakukan penelitian yang detail, analisa yang mendalam dan juga 
harus memberikan perbandingan antara manfaat dan mafsadahnya. 
Begitu juga untuk setiap maslahat yang mengarah kepada pendapat 
43 
 
yang menentukan hukum itu demi merealisasikan maslahat 
tersebut.
47
 
Maslahat  yang sesungguhnya itu harus bersifat umum, 
bukan maslahat pribadi. Maksudnya adalah hukum yang dibangun 
berdasarkan  maslah tersebut harus mampu menarik manfaat bagi 
kebanyakan manusia atau menolak bahaya dari sebagian besar 
mereka. Sedangkan maslahat yang hanya mengandung manfaat 
bagi seorang raja, pimpinan, atau hanya seorang saja, tanpa 
mencakup sebagian besar orang, maka hal tersebut tidak boleh 
dijadiakan sebagia landasan dalam penentuan hukum. Karena, jaka 
maslahat tersebut bersifat umum, maka sesuai dengan tujuan 
syariat, meskipun membahayakan bagi satu atau beberapa orang.
48
 
Maslahat sesungguhnya dan bersifat umum tersebut tidak 
boleh bertentangan dengan nash (Al-Qur‟an dan Sunnah) dan 
ijma‟. Karena dari itu, tidak boleh memperhatikan maslahat dalam 
masalah penyamaan anak perempuan dengananak laki-laki dalam 
bagian waris, mengubah bagian masing-masing orang yang 
mendapatkan bagian waris yang telah ditentuankan syariat,dan 
mengubah hukum apapun yang ditentukan berdasarkan nash (Al-
Qur‟an dan Sunnah) atau ijma‟ karena hukum yang di tentukan 
nash (A-Qur‟an dan Sunnah) atau ijma‟ tujuannya tidak lain adalah 
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 Syah Abdul Wahhab Khallaf,  Ijtihad Dalam Syariah Islam, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2015), hlm. 355. 
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 Syah Abdul Wahhab Khallaf,  Ijtihad Dalam Syariah Islam, (Jakarta: Pustaka Al-
Kautsar, 2015), hlm. 356.  
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maslahat. Dan merukan maslahat yang sesungguhnya dan bersifat 
umum menurut pemikiran syariat atau kesepakatan mujtahid. 
Dengan demikian, maslahat yang bertentangan dengan hukum 
syar‟i biasanya merupakan maslahat yang bersifat ilusif, dan tidak 
boleh mengubah maslahat-maslahat yang bersifat realistis dengan 
maslahat yang bersifat ilusif.
49
 
5. Macam-macam Mas}lah}ah 
Menurut Najm ad Din at Thufi sebagaimana di kutip Nasrun 
Haroen, ahli ushul fikih Hambali tidak membagi mas}lah}ah kedalam 
beberapa macam. Menurut mas}lah}ah merupakan dalil yang bersifat 
mandiri dan menempati posisi yang kuat dalam menetapkan hukum 
syara‟, baik mas}lah}ah itu mendapat dukungan dari syara‟ maupun 
tidak. Tetapi kekutan mas}lah}ah dapat dilihat dari segi tujuan syara‟  
dalam menetapkan hukum berkaitan langsung atau tidak langsung 
dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, 
akal, keturunan, dan harta. 
Beberapa pembagian mas}lah}ah antara lain, yaitu: pertama, 
Jalaluddin Abdurrahman dan muhammad Kamaluddin Umar 
sebagimana di kutib Khutbuddin Aibak dari segi kekuatan sebagai 
hujjah dalam mentapkan Hukum,  mas}lah}ah ada tiga macam, yaitu 
mas}lah}ah daru>riyah50, mas}lah}ah hajiyat51, mas}lah}ah tahsiniyah52. 
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 Ibid, hlm. 357. 
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 mas}lah}ah daru>riyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok 
umat manusia, kemaslahatan yang keberadaan sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya 
kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa bila salah satu saja prinsip yang lima itu tidak ada. 
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Contoh yang dapat di kemukakan tentang penjagaan ketiga tingkatan 
mas}lah}ah tersebut adalah misalnya tentang emelihara agama. Aspek 
daru>riyah-nya antara lain adalah dengan mendirikan sholat. Diikuti 
kemudian dengan aspek hajiyat yang berupa dengan menghadap 
kiblat. Selanjutnya di lengkapi dengan aspek tahsiniyah yang berupa 
menutup aurat dengan pakaian atau kain.
53
 Kedua, Said Agil al 
Munawar menjelaskan berdasrkan Jumhur Ulama, mas}lah}ah dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu:  al mas}lah}ah ammah (yang berkaitan 
dengan semua orang)
54
, al mas}lah}ah yang berkaitan dengan mayoritas 
                                                                                                                                                               
Kemaslahatan ini ada lima jenis yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara 
akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al 
mas}a>lih al khamsah. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 115; 
Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 192. 
 
51mas}lah}ah hajiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan 
kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan 
dan memelihara kebutuhan dasar hidup manusia, bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung 
bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (d}aruri), tetapi tidak secara langsung menuju ke arah 
sana seperti dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, perbuatan 
dan tindakan tersebutuntuk diperlukan untuk memperoleh kelonggaran hidup dan menghilangkan 
kesempitan-kesempitannya. Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 
116; Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 193. 
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 mas}lah}ah tahsiniyah adalah mas}lah}ah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak 
sampai tingkat d}aruri, juga tidak sampai tingkat haji: namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi 
dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia, kemaslahatan yang 
sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Nasrun 
Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 116; Kutbuddin Aibak, Metodologi 
Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 194. 
53Sulhani Hermawan, “Konsep dan Klasifikasi Umum Maqa>s}id Asy-Syari<’ah Asy-
Sya>t}ibi<”, Jurnal al-ahkam,(surakarta) vol. 7 Nomor 2, 2009, hlm. 57.  
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 Kemaslahtan umum yang menyangkut kepentingan orang bayak tetapi bukan berarti 
kepentingan semua orang, tetapi bisa berarti berbentuk kepentingan mayoritas umat. Sebagai 
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orang
55
, dan  al mas}lah}ah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu 
(khusus)
56
. 
Ketiga Muhammad Khamaluddin Imam sebagaimana dikutip 
Kutbuddin Aibak dari Keserasian dan kesejalanan anggap baik oleh itu 
dengan syara‟ dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha 
mencari dan menetapkan hukum, mas}lah}ah itu juga disebut juga 
dengan munasib atau keserasian mas}lah}ah itu dari pembuat hukum. 
Dalam hal ini mas}lah}ah di bagi menjadi tiga macam yaitu: mas}lah}ah 
al-mu’tabarah57, mas}lah}ah al-mulgah (mas}lah}ah yang ditolak)58, 
mas}lah}ah al-mursalah59. 
 
                                                          
55
 Seperti orang yang menerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai 
barang jadiatau setengah jadi, apabila barang barang tersebut dirusakkannya maka ia wajib 
menggatinya. Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), 
hlm. 194. 
56
 Kemaslahatan jenis seperti ini jarang sekali. Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang 
istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya dinyatakan hilang. Kutbuddin 
Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195.  
57
 Kemaslahatn yang didukung oleh syara‟,kemaslahatan yang diperhitungkan oleh syaari, 
maksudnya ada petunjuk atau dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan 
tersebut, baik langsung maupun tidak langsung yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. 
Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 195; 
Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 117.  
 
58
 Kemaslahatan yang ditolak oleh syara‟, karena bertentangan dengan ketentuan syara‟, 
mas}lah}ah yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak memperhatikan oleh syara‟ dan ada petunjuk 
syara‟ yang menolaknya. Kutbuddin Aibak, Metodologi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka 
pelajar, 2008), hlm. 197; Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 119. 
   
  
59
 Kemaslahatan yang keberadaanya tidak didukung oleh syara‟ dan tidak pula 
dibatalkan/ditolak syara‟ melalui dalil yang rinci, kemaslahtan ini biasanya di sebut dengan istislah 
yaitu apa yang di pandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, 
namun tidak ada petunjuk syara‟ yang memperhitungkannya dan tidak pulapetunjuk syara‟ yang 
menolaknya. Kemaslhatan dalam hal ini terbagi dua, yaitu: (1)  mas}lah}ahahal garibah yaitu 
kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara‟, 
baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama ushul fikih tidak menyebutkan contoh 
pastinya. (2)  mas}lah}ah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara‟ atau naṣ 
yang rinci tetapi didukung oleh sekumpulan nash (ayat atau hadist). Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, 
(Jakarta: Pustaka Nasional,1996), hlm. 119. 
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BAB III 
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA PERKARA NO. 0260/ 
Pdt. G/2012/ PA.Ska. 
A. Permasalahan Tentang Perkara Pembatalan Wakaf Nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. di Pengadilan Agama Surakarta. 
 Permasalahaan perkara wakaf terjadi antara pemohon dan 
termohon. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan 
secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh 
PPAIW. Pemohon adalah seseorang yang merasa dirugikan atau dilanggar 
hak-haknya. Tapi dalam masalah permohonan pembatalan perwakafan 
justru yang mengajukan adalah Nadzir. Semestinya Nadzir sesuai dengan 
Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 4 
Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya; Pasal 11 ayat b 
Nadzir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Pasal 11 ayat c 
Nadzir mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 
berbunyi: ”Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. Untuk 
perkara tentang permohonan pembatalan Akta Pengganti Ikrar Wakaf 
Nomor N.III/14/ VIII/2004. Dalam hal ini yang menjadi pokok 
permasalahan adalah Nadhir mengajukan permohonan pembatalan wakaf 
disebabkan karena di samping keyakinan syar'i dalam melihat harta yang 
berupa tanah SHM No.902 yang telah diwakafkan masih terdapat hak dari 
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ahli waris, dimana pada saat mewakafkan ahli waris  dalam keadaan 
ganguan kejiwaan jadi wakif tidak bisa serta merta mengambil alih 
kedudukannya sebagai ahli waris. Selain itu nadzir juga merasa bahwa 
pihak yang mewakafkan dalam keadaan ekonomi sedang kesusahan, 
dimana selama mewakafkan ahli waris dalam keadaan ganguan jiwa sakit-
sakitan dan harus dibawa kerumah sakit, sehingga menghabiskan biaya 
yang tidak sedikit, yakni hingga mencapai nominal sebesar 100 juta 
rupiah. Biaya itu belum dibayarkan sama sekali sedangkan wakif tidak 
punya harta lain selain rumah yang diwakafkan saat ini. Dengan alasan 
untuk kemashlahatan nadzir bermaksud untuk mengembalikan wakaf yang 
selama ini diserahkan padanya dan bahkan belum dimanfaatkan sama 
sekali. Dari pihak termohon menolak untuk membatalkan wakaf dengan 
alasan  bahwa berdasarkan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang 
perwakafan, sesuai pasal 3 "wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 
dibatalkan". Dengan alasan itu pihak termohon tidak mau untuk 
membatalkan wakaf yang telah diikrarkan. 
B. Identitas Para Pihak 
Pengadilan Agama Surakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat 
pertama dengaan persidangan Majelis dalam perkara pembatalan wakaf 
yaang diajukan`oleh: 
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1. Pemohon  
a. Pemohon I, Nadzir Masjid Assegaf, umur 73 tahun, agama 
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kota 
Surakarta, sebagai Pemohon I. 
b. Pemohon II, Nadzir Masjid Assegaf, umur 58 tahun, agama 
Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota 
Surakarta, sebagai Pemohon II. 
c. Pemohon III, Nadzir Masjid Assegaf, umur 64 tahun, 
agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota 
Surakarta, sebagai Pemohon III 
2. Termohon  
a. Termohon I, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Surakarta, 
sebagai Termohon I. 
b. Termohon II, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan 
Pegawai Negeri Sipil, Kota Surakarta, sebagai Termohon 
II. 
c. Termohon III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak 
bekerja, tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai 
Termohon III. 
C. Posita  
Adapun posita pada putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 
0260/ Pdt.G/2012/PA.Ska adalah sebagai berikut Bahwa Pemohon 
50 
 
dengan suratnya tertangggal 22 Maret 2012 telah mengajukan 
permohonan pembatalan wakaf, permohonan tersebut telah didaftar di 
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0260/ 
Pdt.G/2012/PA.Ska, tanggal 22 Maret 2012 dengan perubahan secara 
tertulis tanggal 22 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa para Pemohon adalah Pengurus Masjid Assegaf 
yang beralamat di Surakarta. 
2.  Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon didatangi oleh ibu 
TERMOHON III, beralamat di dengan maksud dan tujuan 
untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah seluas 211 
m2 atas nama almarhum suaminya, SUAMI TERMOHON 
III yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM Nomor 
902 untuk keperluan Masjid Assegaf. 
3. Bahwa tempat tinggal yang akan diwakafkan tersebut 
adalah warisan dari alm. SUAMI TERMOHON III yang 
meninggal pada tahun 2002, dengan meninggalkan ahli 
waris yaitu ibu TERMOHON III (istri) dan ANAK 
TERMOHON III (anak laki-laki). 
4.  Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya 
memberikan saran agar rumah tersebut dijual terlebih 
dahulu untuk dibelikan menjadi 2 rumah sehingga yang 
satu dapat ditempati oleh wakif dan satunya lagi 
diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I 
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sedikit banyaknya mengetahui kadaan ekonomi wakif. 
Namun pada saat itu Wakif menolak dan bermaksud untuk 
mewakafkan seluruhnya. 
5. Bahwa pada saat ibu TERMOHON III mewakafkan tempat 
tinggal tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu 
menanyakan tentang kesediaan ANAK TERMOHON III 
yang juga sebagai ahli waris, namun dijelaskan oleh ibu 
TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalam kondisi 
yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), 
oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili 
anak tersebut karena memiliki keterbatasan. Pemohon I 
menganggap ibu TERMOHON III juga dapat dijadikan 
wali dari ANAK TERMOHON III. 
6.  Bahwa selama hidup, ANAK TERMOHON III dirawat 
oleh ibunya, TERMOHON III, dan pamannya, PAMAN 
ANAK TERMOHON III, yang telah menghabiskan banyak 
dana untuk pengobatan ANAK TERMOHON III hingga 
berhutang kurang lebih Rp. 100.000.000. 
7. Bahwa sekitar pada bulan Desember 2011 ANAK 
TERMOHON III meninggal dunia dan pada saat itu pula 
hutang pengobatan ANAK TERMOHON III belum mampu 
dibayar oleh TERMOHON III dan PAMAN ANAK 
TERMOHON III. 
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8.  Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012 PAMAN ANAK 
TERMOHON III meninggal dunia dengan meninggalkan 
hutang pengobatan ANAK TERMOHON III kurang lebih 
Rp. 100.000.000-, sehingga ahli waris PAMAN ANAK 
TERMOHON III, AHLI WARIS PAMAN ANAK 
TERMOHON III tidak tahu harus membayar dengan apa 
dan berharap dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak 
ANAK TERMOHON III di dalamnya; Bahwa Nadzir 
merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung oleh 
TERMOHON III dan AHLI WARIS PAMAN ANAK 
TERMOHON III karena TERMOHON III tidak 
mempunyai harta selain harta yang sudah diwakafkan oleh 
TERMOHON III kepada Masjid Assegaf sehingga Nadzir 
berencana untuk mengembalikan harta wakaf yang telah 
diberikan oleh TERMOHON III dengan harapan dapat 
membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON 
III. 
9. Bahwa Nadzir juga merasa dalam harta wakaf tersebut ada 
hak waris AHLI WARIS, yang meskipun saat ini telah 
meninggal, namun setidaknya harta wakaf tersebut dapat 
membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON 
III;Bahwa pada awalnya Nadzir telah mengupayakan 
pembatalan wakaf ini secara musyawarah dan ingin 
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mengajukan langsung kepada Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian atas 
tanah dan bangunan menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf 
sebagaimana tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf XXXXXX sehingga oleh Badan Pertanahan Kota 
Surakarta dikeluarkan Sertifikat No, I (Tanda Bukti Tanah 
Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, 
NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan 
Nasional membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama 
Surakarta. 
10.  Bahwa para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan 
ahli waris harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati 
untuk menyerahkan permasalahan ini ke Kantor Pengadilan 
Agama Surakarta untuk memberikan putusan  
yang sesuai dengan Agama Islam. 
D. Petitum  
Bahwa untuk keperluan tersebut, kiranya ketua Pengadilan Agama 
Surakarta, berkenan menerima permohonan-permohonan dan menjatuhkan 
putusan sebagai berikut: 
1.  Primair  
a. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 
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b. Membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 
XXXXXXX yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf KUA Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. 
c. Membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan 
Pasar Kliwon yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan 
Nasional Surakarta atau menyatakan bahwa Sertifikat 
tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. 
d. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
2. Subsidair 
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya. 
E. Proses persidangan dan pemeriksaan perkara 
1. Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan 
para Termohon telah hadir menghadap di persidangan. Bahwa 
Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para Pemohon dan 
para Termohon akan tetapi tidak berhasil. Bahwa Majelis Hakim 
telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan 
wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah 
tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan 
Agama Surakarta. Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk 
mediator yang akan melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah 
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan 
mediasi. Bahwa para Pemohon dan para Termohon telah 
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melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh para 
pihak yang bernama Drs. MUSLIM SH., MH., (Hakim/Wakil 
Ketua Pengadilan Agama Surakarta) akan tetapi berdasarkan 
laporan mediator tanggal 25 April 2012 tidak mencapai 
kesepakatan damai. 
2. Termohon I telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada 
tanggal 15 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan 
dan secara tertulis kepada Nadzir untuk mewakafkan 
tempat tinggal di atas tanah hak milik SHM No. XXXX, 
seluas 211 M2 yang terletak di Kelurahan Pasarkliwon 
untuk keperluan Masjid Assegaf yang disaksikan oleh 2 
(dua) orang saksi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) dan Surat Keterangan Kepala 
Desa/Kelurahan Pasar Kliwon Nomor: 594/15/VIII/2004, 
tanggal 24 Agustus 2004 menerangkan tanah tersebut 
tidak ada sengketa, telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 
1977, tentang Perwakafan Tanah Milik. 
2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, 
tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum 
Perwakafan. Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6 
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”Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
adalah petugas Pemerintah yang diangkat 
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, v1 
berkewajiban meneriman ikrar wakaf dari Wakif 
dan menyerahkan kepada Nadzir serta melakukan 
pengawasan untukkelestarian perwakafan. 
3) Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 
2004 Pasal 17 (1) ”Ikrar wakaf dilaksanakan oleh 
wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan 
disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi”; (2) Ikrar 
wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan 
dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. 
b. Pemohon adalah seseorang yang merasa dirugikan atau 
dilanggar hak-haknya; Tapi dalam masalah permohonan 
pembatalan perwakafan justru yang mengajukan adalah 
Nadzir. Semestinya Nadzir sesuai dengan Undang- 
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 
ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda 
wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan 
sesuai dengan peruntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzir 
mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta 
benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan 
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peruntukannya; Pasal 11 ayat c Nadzir mempunyai tugas 
mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dengan 
demikian permohonan Nadzir tentang pembatalan Akta 
Ikrar Wakaf yang ditujukan kepada Kepala KUA 
Kecamatan Pasarkliwon salah alamat. 
c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
perwakafan pasal 3 berbunyi: ”Wakaf yang telah 
diikrarkan tidak dapat dibatalkan”; 
d. Untuk perkara tentang permohonan pembatalan Akta 
Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.III/14/ VIII/2004, 
Pengadilan Agama tidak punya kewenangan. 
Termohon II menyampaikan jawaban secara tertulis 
tanggal 16 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1) Bahwa Termohon II menolak seluruh dalil-
dalil yang dikemukakan oleh Pemohon 
kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara 
tegas; 
2) Bahwa perbuatan Termohon II dalam 
mencatat pendaftaran sertifikat Wakaf No. 
1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta, telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku, di mana telah termuat Akta 
Pengganti Ikrar Wakaf No. XXXXXXXX 
3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 
Tahun 2004 tentang Wakaf sesuai Pasal 3, 
Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 
dibatalkan; 
4) Bahwa oleh karena permohonan sertifikat 
wakaf No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, 
Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, 
telah dilengkapi dengan persyaratan-
persyaratan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, maka perbuatan Termohon II dalam 
mencatat pendaftaran wakaf, adalah sah dan 
berdasarkan hukum. 
Termohon III memberikan jawaban secara lisan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 
a) Bahwa benar Termohon III telah mewakafkan 
hartanya kepada Masjid Assegaf. 
b) Bahwa benar Termohon III tinggal di rumah yang 
telah diwakafkan. 
c) Bahwa benar Termohon III tinggal dengan 
saudaranya, karena suami dan kedua anaknya 
sudah meninggal dunia. 
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3. Replik /tanggapan 
Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para 
Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 
22 Mei 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut: 
a. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil 
jawaban Termohon I, II untuk seluruhnya kecuali yang 
diakui secara jelas dan nyata oleh Pemohon, oleh 
karena dengan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut 
telah membuktikan jika Termohon tidak memahami 
maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam 
perkara ini untuk seluruhnya; Bahwa sebagaimana dalil 
Permohonan Pemohon, Permohonan Pembatalan Wakaf 
ini diajukan oleh karena dalam keyakinan Para 
Pemohon, secara syar'i, Para Pemohon merasa atas 
harta tanah yang telah diwakafkan kepada Para 
Pemohon sebagai nadzirnya masih terdapat hak alm. 
AHLI WARIS, selaku anak kandung dari alm. SUAMI 
TERMOHON III dan TERMOHON III. 
b. Bahwa keyakinan Para Pemohon tersebut di atas 
didasari oleh karena hal setelah Para Pemohon melihat 
dan mempelajari berkas-berkas proses wakaf yang ada, 
Pemohon memperoleh data jika proses wakaf dilakukan 
setelah alm. SUAMI TERMOHON III meninggal dunia 
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dan dilakukan oleh TERMOHON III sebagai istri tanpa 
ada keterangan dari ahli waris alm. SUAMI 
TERMOHON III (alm. ANAK TERMOHON III), 
padahal sebagaimana Ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan Pasal 51 UU No.l Tahun 1974 menyatakan 
dengan tegas bahwa wali bertanggungjawab tentang 
harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya 
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 
kelalaiannya, sehingga menurut Para Pemohon dalam 
hal proses perwakafan atas tanah peninggalan alm.  
c. SUAMI TERMOHON III yang dilakukan oleh 
TERMOHON III (Termohon III, istri alm. SUAMI 
TERMOHON III), terdapat kelalaian sehingga 
menimbulkan kerugian bagi ahli waris alm. SUAMI 
TERMOHON III (ANAK TERMOHON III alm.). 
d. Bahwa di samping itu, keinginan untuk mengembalikan 
hak ANAK TERMOHON III (alm) atas tanah yang 
telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai 
nadzirnya semakin kuat, karena secara nyata kondisi 
penghidupan setelah meninggalnya Alm. SUAMI 
TERMOHON III, TERMOHON III R Hasan 
(Termohon III) dan ANAK TERMOHON III (alm) 
tidak dalam kondisi berkecukupan. 
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e. Bahwa sesungguhnya maksud mengembalikan hak alm. 
AHLI WARIS atas tanah yang telah diwakafkan kepada 
Para Pemohon oleh TERMOHON III R Hasan 
(Termohon III) sudah lama, ketika Alm. ANAK 
TERMOHON III masih hidup, namun keinginan 
tersebut belum terlaksana sampai kemudian ANAK 
TERMOHON III meninggal dunia, sehingga Para 
Pemohon semakin merasa bersalah bahkan dalam hal 
sepeninggal alm. ANAK TERMOHON III ternyata 
keluarga dalam hal ini TERMOHON III (Termohon III) 
harus menyelesaikan biaya-biaya pengobatan alm. 
ANAK TERMOHON III. 
f. Bahwa oleh karenanya perlu Para Pemohon sampaikan/ 
tegaskan, jika Para Pemohon mengajukan permohonan 
pembatalan wakaf dalam perkara ini adalah karena di 
samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat 
harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama All 
Salim Basri (alm) yang telah diwakafkan oleh 
TERMOHON III (Termohon III, istri dari ahn. SUAMI 
TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm. 
ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III 
dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata dalam 
hal keadaan ekonomi dan penghidupan TERMOHON 
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III R Hasan setelah meninggalnya alm. ANAK 
TERMOHON III harus menanggung biayabiaya 
pengobatan alm. ANAK TERMOHON III. 
g. Bahwa berdasar hal-hal tersebut Para Pemohon sebagai 
nadzir dalam keadaan sesadar-sadarnya telah dengan 
ikhlas untuk mengembalikan hak atas tanah milik alm. 
SUAMI TERMOHON III yang telah diwakafkan 
kepada Para Pemohon selaku nadzirnya, oleh karena 
atas tanah tersebut masih terdapat hak para ahli waris 
alm. SUAMI TERMOHON III dan bahkan pada saat ini 
akan dipergunakan untuk menanggung biaya-biaya 
pengobatan alm. AHLI WARIS sewaktu masih hidup. 
h. Bahwa bila dalam jawabannya Termohon I yang pada 
intinya menyampaikan Nadzir sebagai Pemohon justru 
merasa dirugikan mengingat ketentuan Pasal 11 poin b 
dan Pasal 11 poin c yang pada intinya tentang tugas 
nadzir tidak ada relevansi dengan pengajuan 
permohonan pembatalan wakaf adalah dalil yang 
didasarkan kepada ketentuan undang-undang saja, 
namun dalam hal permohonan pembatalan diajukan 
melalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkan 
kepada perhitungan untung dan rugi bagi Pemohon 
sebagai nadzir, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan 
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ummat dan menghindarkan fitnah atas harta yang telah 
diwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i Para Pemohon 
atas masih adanya hak ahli waris atas harta yang telah 
diwakafkan tersebut. 
i. Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasar 
permohonan pembatalan wakaf ini ditujukan kepada 
KUA Kec. Pasar Kliwon melalui Pengadilan Agama 
Surakarta oleh karena apabila dikaitkan dengan 
Peraturan Menteri Agama No 1 tahun 1978 peraturan 
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 
1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 5 ayat (1) 
Bab III tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf 
disebutkan bahwa "Kepala KUA ditunjuk sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sudah 
tepat dan benar serta tidak salah alamat permohonan 
pembatalan Akta Ikrar Wakaf diajukan kepada 
Termohon I oleh karena pencatatan akta ikrar wakaf 
adalah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan. 
j. Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 
tahun 1989 tentang Pengadilan Agama "Pengadilan 
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
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antara lain c. wakaf dan shadaqah, sehingga berdasar 
hal tersebut, sudah tepat dan benar pula permohonan 
pembatalan wakaf ini diajukan melalui Pengadilan 
Agama Surakarta. 
k. Bahwa dalil jawaban Termohon I dan Termohon II 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan 
UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan "wakaf yang 
telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" menurut hemat 
Para Pemohon adalah berlaku apabila seluruh proses 
dan prosedur wakaf yang terjadi telah secara ideal tidak 
melanggar segala ketentuan baik formal maupun syar'i, 
sehingga benar apabila ikrar wakaf telah memenuhi 
segala hal tersebut tidak dapat dibatalkan. 
l. Bahwa sebagaimana permohonan pembatalan yang 
telah Para Pemohon sampaikan dalam perkara ini, jelas 
tanah yang diwakafkan oleh Termohon III 
(TERMOHON III, istri pemilik tanah, alm. SUAMI 
TERMOHON III) tersebut pada saat proses wakaf 
dilaksanakan merupakan harta warisan dari Alm. 
SUAMI TERMOHON III yang menjadi hak waris bagi 
ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak 
alm. yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada 
waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa yang sering 
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kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III 
(TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta 
bertindak sebagai ahli waris dari alm. SUAMI 
TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON 
III mengalami sakit gangguan jiwa; Bahwa hal-hal yang 
Para Pemohon ajukan sebagaimana dalil permohonan 
pembatalan dan atau dalil replik ini pada saatnya akan 
Pemohon buktikan sesuai dengan ketentuan peraturan 
dan perundangundangan yang berlaku; Berdasarkan 
hap-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim 
yang terhormat pemeriksa perkara No. 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. agar dapat mengabulkan 
permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana 
permohonan Pemohon. 
4. Duplik /jawaban 
Termohon I telah menyampaikan duplik secara lisan yang 
pada pokoknya tetap pada jawabannya. sedangkan Termohon II 
menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 Juni 2012 
yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para 
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: 
a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor 
XXXXXXXX, tanggal 21 Mei 2003, bermaterai cukup 
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dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan 
aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon 
(Bukti P.1). 
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 
XXXXXX, tanggal 31 Desember 2010 yang 
dikeluarkan oleh Camat Pasar Kliwon, Kota Surakarta, 
bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata 
cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh 
para Termohon (Bukti P.2). 
c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor 
XXXXXXXXX, tanggal 30 Maret 2012, yang 
dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Surakarta, 
bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata 
cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh 
para Termohon (Bukti P.3). 
d. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 di Kelurahan 
Pasar Kliwon, Kota Surakarta seluas 211 m2 dengan 
bangunan permanen di atasnya dengan nama Wakif dan 
nama Nadzir dan PEMOHON III yang dikaluarkan oleh 
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta 
tanggal 26 Nopember 2004 bermeterai cukup dan sudah 
dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya serta 
isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.4). 
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e. Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum SUAMI 
TERMOHON III yang dikeluarkan oleh Kelurahan 
Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 
Surakarta tanggal 19 Juni 2012 dan isinya tidak 
dibantah oleh para Termohon (Bukti P.5). 
f. Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum PEWARIS 
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, 
Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta dan isinya 
tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.6). 
g. Asli Surat Kematian Almarhum AHLI WARIS yang 
dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan 
Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan isinya tidak dibantah 
oleh para Termohon (Bukti P.7). 
h. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian 
Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas 
Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta, tanggal 22 Juli 
2011, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan 
ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak 
dibantah oleh para Termohon; Fotokopi Rincian biaya 
Perawatan Almarhum Sakib Ali Basri di Rumah Sakit 
Panti Waluyo yang dikeluarkan oleh Bagian 
Administrasi Keuangan Pasien RS. Panti Waluyo, 
tanggal 29 Juni 2011, 30 Juni 2011, 2 Juli 2011, 4 Juli 
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2011, 5 Juli 2011, 6 Juli 2011, 7 juli 2011, 8 Juli 2011, 
9 Juli 2011, 11 Juli 2011, 12 Juli 2011, 17 Juli 2011, 19 
Juli 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan 
ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak 
dibantah oleh para Termohon. 
5. Saksi-saksi 
Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai 
berikut: 
a. Saksi I para Pemohon, nama: SAKSI I, umur 58 tahun, 
agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota 
Surakarta, mempunyai hubungan keluarga dengan 
Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan 
keterangan sebagai berikut; Bahwa saksi kenal dengan 
Pemohon dan Termohon karena istri saksi adalah sebagai 
saudara sepupu Pemohon II; 
1) Bahwa saksi mengetahui peristiwa wakaf dari 
TERMOHON III, namun saksi tidak ingat waktu 
wakafnya dan setahu saksi yang menjadi nadzir 
adalah Pemohon II yaitu PEMOHON II. 
2) Bahwa saksi tidak melihat langsung ikrar 
wakafnya, tetapi saksi hanya mendengar dari nadzir 
kurang lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai. 
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3) Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf yang 
diberikan kepada nadzir Masjid Assegaf adalah 
tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya dan 
sampai sekarang harta wakaf tersebut masih ada 
dan masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON 
III; Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf 
tersebut tidak dimanfaatkan oleh Masjid, karena 
jika rumah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh 
Masjid, ibu TERMOHON III tidak mempunyai 
tempat tinggal. 
4) Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi wakaf 
tidak ada sengketa, namun sepengetahuan saksi saat 
wakaf terjadi, anak dari TERMOHON III, AHLI 
WARIS masih hidup dan perlu perawatan rumah 
sakit. Sedangkan untuk biaya perawatan, saksi 
termasuk salah seorang yang memberikan 
pinjaman. Padahal saat ini TERMOHON III tidak 
mempunyai harta lain selain rumah yang telah 
diwakafkan tersebut. Hal ini membuat nadzir ingin 
mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III 
agar dapat membayar hutang biaya perawatan 
Sakib. 
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b. Saksi II, nama: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, 
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, 
tidak mempunyai hubungan pekerjaan, juga tidak ada 
hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya 
telah memberikan keterangan sebagai berikut: 
1) Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena 
saksi adalah sebagai tetangga Pemohon I. 
2) Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf secara 
langsung, namun setelah terjadinya wakaf, saksi I 
memberi tahu kepada saksi II, kemudian saksi II 
menanyakan langsung kepada nadzir tentang wakaf 
dan ternyata nadzir tersebut menjawab bahwa telah 
khilaf menerima wakaf karena pada saat wakaf 
tersebut terjadi, anak ibu TERMOHON III yaitu 
AHLI WARIS. 
3) Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi wakaf 
terjadi pada tahun 2004 dan nama sertifikat sudah 
dibalik nama atas nadzir; Bahwa sepengetahuan 
saksi, anak TERMOHON III menurut keterangan 
dokter menderita sakit jiwa, fisik dan gangguan 
usus kronis. 
4) Bahwa sepengetahuan saksi ketika wakaf terjadi, 
AHLI WARIS masih hidup tetapi sudah sakit-
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sakitan dan kalau suami ibu TERMOHON III 
sudah meninggal. 
5) Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut 
sampai saat ini masih dimanfaatkan oleh ibu 
TERMOHON III untuk tempat tinggal karena 
rumah wakaf baru akan dimanfaatkan setelah ibu 
TERMOHON III meninggal. 
c. Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon 
dan para Termohon tidak keberatan. Bahwa untuk 
melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon I 
tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan 
untuk itu, namun mengajukan bukti surat sebagai berikut: 
1) Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang 
Perwakafan Tanah Milik Nomor XXXXXXXXXX 
tanggal 24 Agustus 2004 yangdikeluarkan oleh 
Kepala Desa Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta, bermeterai cukup dan 
sudah dicocokkan dan ternyata cocok dengan 
aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para 
Pemohon (Bukti T.1). 
2) Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor 
N.III.14.VIII Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/ Pejabat 
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Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta tanggal 30 Juni 2004, 
bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan 
ternyata cocok dengan asilnya serta isinya tidak 
dibantah oleh para Pemohon (Bukti T.2). Bahwa 
untuk melemahkan permohonan para Pemohon, 
Termohon II tidak mengajukan bukti surat maupun 
saksi, karena pada sidang berikutnya tidak hadir 
dalam persidangan. 
F. Dasar Hakim Menetapkan Putusan 
Dalam menjatuhkan putusan Hakim mempunyai dasar-dasar 
1. Pendapat Hakim Ketua 
Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para 
Pemohon sebagai berikut: 
Bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti bahwa para Pemohon 
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, 
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak 
dibantah oleh Tergugat, maka bukti tersebut memiliki nilai 
pembuktian penuh dan mengikat, merupakan bukti otentik oleh 
karena itu dapat dipertimbangkan 
a. Bukti P.4 merupakan bukti telah terjadi ikrar antara Wakif 
dan para Nadhir berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy 
sertifikat tanah wakaf dan dihubungkan dengan bukti T.1 
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dan T.2, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai 
cukup, dan tidak ada yang saling membantah, maka 
memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat.  
b. Bukti P.5 adalah bukti yang menyatakan bahwa Salim bin 
Ali Basri, suami termohon III telah meninggal dunia pada 
tanggal 7 Desember 1994, yang dibuat oleh pejabat 
berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya dan tidak 
dibantah oleh Termohon.  
c. Bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa anak Wakif 
(ahli waris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 
2012 karena sakit. 
d. Bukti P.9 merupakan bukti bahwa AHLI WARIS telah 
dirawat di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta dengan 
menghabiskan biaya perawatan Rp 100.000.000.- (seratus 
juta rupiah). 
e. Bukti T.1 merupakan bukti surat keterangan tentang 
perwakafan tanah milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa 
Pasar Kliwon. 
f. Bukti T.2 merupakan bukti Akta Pengganti Akta Ikrar 
Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA atau Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Pasar Kliwon 
Surakarta. 
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Selain ada barang bukti juga terdapat saksi-saksi. Saksi I (SAKSI 
I) dan saksi II (SAKSI II), di bawah sumpah menerangkan pada 
pokoknya saksi mengetahui telah terjadi peristiwa wakaf rumah dari 
termohon III (Termohon III), namun yang menjadi Nadzir adalah 
Pemohon II (pemohon II) tetapi saksi tidak ingat kapan terjadinya 
penyerahan wakaf tersebut. Saksi menerangkan tidak melihat 
langsung Ikrar Wakafnya, saksi hanya mendengar dari Nadzir 
kurang-lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai, harta wakaf yang 
diberikan kepada Nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah 
yang berdiri diatasnya sekarang masih dijadikan tempat tinggal 
termohon III, karena termohon III tidak mempunyai tempat-tinggal 
lain, dan pada waktu terjadinya wakaf tidak ada sengketa bahkan 
sertifikat sudah dibaliknama atas nama Nadzir, tetapi anak termohon 
III yang bernama ahli waris masih hidup, dan perlu perawatan rumah 
sakit, saksi termasuk salah seorang yang memberikan pinjaman dan 
pada saat ini termohon III tidak mempunyai harta lain selain rumah 
yang telah diwakafkan. Hal ini membuat Nadzir ingin 
mengembalikan harta wakaf dari termohon III agar dapat membayar 
hutang biaya perawatan Sakib.  
Untuk menguatkan bantahannya, para Termohon tidak mengajukan 
saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu. Sebeljumnya 
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara 
sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 
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Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang sudah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan 
Undang- Undang No.50 Tahun 2009, namun tidak berhasil. 
Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian lewat mediasi 
sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator Drs. 
MUSLIM, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil. Berdasarkan bukti 
saksi Ahamad bin Abdillah Assegaf dan Abdurrahman bin Saleh 
Assegaf dan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.9serta T.1 dan T.2 
telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut: 
a. Bahwa pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 7 
Desember 1994. 
b. Bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf Nomor 
: III/14/ VIII/2004 bertanggal 30 Juni 2004 antara wakif dan 
nadzir. 
c. Bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Badan 
Pertanahan Nasional tanggal 26 Nopember 2004. 
d. Bahwa ketika terjadi Akta pengganti Akta ikrar wakaf 
masih ada ahli waris yang bernama anak termohon III. 
e. Bahwa anak termohon III dalam keadaan sakit gangguan 
jiwa yang bertahun-tahun; Bahwa terjadinya Akta pengganti 
Akta ikrar wakaf tersebut ada ahli waris yang tidak bisa 
dimintai persetujuannya dikarenakan mengalamisakit 
gangguan jiwa. 
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f. Bahwa anak termohon III (ahli waris) meninggal dunia di 
rumah sakit pada tanggal 22 Juli 2011. 
g. Bahwa Ibu termohon III (istri alm. Suami termohon III) 
sampai sekarang masih menempati tanah dan rumah yang 
telah diwakafkan. 
h. Bahwa nadzir dan pengurus masjid Assegaf sejak menerima 
wakaf sampai sekarang belum pernah dan tidak pernah 
memanfaatkan tanah wakaf tersebut. 
i. Bahwa nadzir dan pengurus masjid bermaksud 
mengembalikan tanah dan rumah yang telah diwakafkan 
tersebut kepada ibu termohon III. 
Berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa telah terjadi 
akta pengganti Akta ikrar wakaf yang didaftarkan oleh Pemohon 
sebagai nadzir dan di setujui oleh termohon III Hasan (Termohon 
III). Ketua Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : 
berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan, 
dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling 
mendukung, bahwa Termohon III (ibu termohon III) memiliki 
seorang anak yang bernama anak termohon III yang pada saat 
terjadinya wakaf berstatus sebagai ahli waris.  
Bahwa dalam akad wakaf yang dilakukan oleh ibu termohon III 
(Termohon III) dengan Pemohon, terdapat seorang ahli waris yang 
bernama anak termohon III yang tidak dapat menandatangani atau 
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diminta persetujuannya untuk menandatangi Surat Pernyataan 
Penyerahan Tanah Wakaf tersebut dikarenakan mengalami sakit 
gangguan jiawa, sehingga syarat-syarat wakaf mengandung cacat 
formil dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan 
yang baik, khususnya asas kecermatan. Bahwa sakit gangguan jiwa 
yang diderita anak termohon III telah menyebabkan meninggal, 
dan selama sakit yang bertahun-tahun memerlukan biaya 
perawatan yang besar dan biaya tersebut ditanggung di antaranya 
oleh Pemohon dan saksi. Dalam penegakan hukum, yang berfungsi 
sebagai perlindungan kepentingan seseorang, maka harus memuat 
tiga unsur, yaitu adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan 
keadilan. Ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah wakaf 
tersebut, meskipun telah terjadi sejak tahun 2004 dengan demikian 
nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal 
yang berarti tidak menggunakan asas manfaat, maka hal ini sama 
halnya dengan menyianyiakan amanah. Selain itu ternyata secara 
nyata ibu termohon III (Termohon III) masih menempati rumah 
tersebut sampai sekarang, sehingga nadzir berkesimpulan bahwa 
tanah tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan Termohon III, 
sebagai tempat tinggalnya. 
Diantara para Pemohon dan Termohon I serta Termohon II, pada 
dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik 
kepentingan), selain murni kehendak Para Pemohon bermaksud 
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mengembalikan tanah wakaf tersebut, sedangkan Termohon I dan 
Termohon II tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah 
wakaf tersebut. Dengan demikian, Pemohon beritikad baik untuk 
memberikan yang terbaik kepada Termohon III (termohon III), 
berkaitan dengan tanah wakaf tersebut, dan perbuatan tersebut 
tidak bertentangan dengan hukum, karena sejalan dengan 
maqashidus syari‟ah yaitu untuk maslahat umat. Hakim tidak boleh 
menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang 
diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, 
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 
16 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 
48 tahun 2009. Hakikatnya hakim hanya diharapkan atau diminta 
untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa 
yang diajukan kepadanya. Apabila peraturan hukumnya tidak atau 
kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib 
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup 
dalam masyarakat sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) UU No 4 
Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan 
pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hakim 
ketua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan. 
2. Pendapat Hakim Anggota I 
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Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf di antara 
alasannya, bahwa pada tahun 2004 para Pemohon didatangi oleh Ibu 
termohon III dengan maksud dan tujuan mewakafkan tempat tinggal 
di atas tanah seluas 211 m² atas nama almarhum suaminya, suami 
termohon III yang beralamat di Kelurahan Pasar kliwon, Kecamatan 
Pasar Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM No 902 untuk keperluan 
masjid Assegaf di mana tanah tersebut masih ada ahli waris yang lain 
yaitu anak termohon III. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 3 
Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf 
yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan 
”apabila wakaf tersebut telah dilakukan berdasarkan ketentuan 
perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan 
syara”.Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Termohon I 
berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII tahun 
2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No.902 
telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri 
Assegaf pada tahun 1970, yang kemudian didaftarkan kembali oleh 
Haji Muhammad Husein Maasum yang disetujui oleh termohon III. 
Berdasarkan bukti surat tersebut hakim anggota I berpendapat bahwa 
Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanah SHM No 902 
diwakafkan oleh termohon III selaku ahli waris suami termohon III 
pada tahun 2004 yang dapat dibatalkan karena tidak ada persetujuan 
dari ahli waris yang lain, melainkan tanah SHM No 902 tersebut telah 
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diwakafkan pada tahun 1970 oleh pemiliknya sendiri yakni Ali bin 
Salim bin Basri Assegaf; Menimbang, bahwa oleh karena Para 
Pemohon telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil 
permohonannya, maka hakim Anggota I berpendapat permohonan 
Pemohon harus ditolak 
3. Pendapat Hakim Anggota II 
Hakim anggota II sependapat dengan Pasal 3 Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut: 
”Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan karena wakaf 
yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan 
perundangundangan yang berlaku. Tuntutan Pemohon mohon 
pembatalan sertifikat tanah wakaf No.1 yang terletak di Kelurahan 
Pasar Kliwon yang telah diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan 
Nasional Surakarta.  Karena sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan 
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah 
merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk 
pembatalannya harus dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha 
Negara. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
maka Hakim anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf 
tersebut harus dinyatakan ditolak. 
 
G. Putusan 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon. 
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2. Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 
yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta. 
3. Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, 
yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau 
menyatakan bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai 
kekuatan hukum. 
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp 
1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah). 
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BAB IV 
ANALISIS PEMBATALAN WAKAF 
Dalam bab IV ini menguraikan tentang pembahasan pokok penelitian 
yang dimulai dari analisis  Bagaimana dasar hukum  para Hakim mengabulkan 
permohonan pembatalan wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. Serta tinjaun 
maslahah al-mursalah mengenai putusan  perkara Nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
A. Dasar hukum  para Hakim mengabulkan permohonan pembatalan 
wakaf Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. 
Masalah wakaf merupakan perkara yang sudah biasa di dengar 
oleh kalangan umat Islam. Namun, bagaimana mengenai masalah 
pembatalan wakaf yang dilakukan oleh orang yang mengelola wakaf 
(nadzir). Mungkin permasalahan ini merupakan permasalahan yang sangat 
jarang di dengar oleh umat Islam. Dari sinilah penulis akan memulai 
menganalisis perkara pembatalan wakaf yang ada di Pengadilan Agama 
Surakarta. Menurut Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009 perubahan atas 
UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Pengadilan Agama, bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga 
peradilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, 
memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang 
beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, 
zakat, infaq, dan shadaqah serta ekonomi syariah. Sebelum diadakannya 
sebuah akad wakaf antara wakif dan nadzir kedua belah pihak harus 
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paham rukun dan syarat dalam wakaf. Karena sah tidaknya suatu wakaf itu 
ada pada rukun dan syarat. Pada perkara wakaf ini seorang wakif  
melakukan perwakafan dengan seorang nadzir  yang mana nadzir disini 
berkedudukan sebagai pengurus masjid Assegaft. Bahwa wakif 
mewakafkan semua hartanya kepada pengurus masjid Assegaft dengan 
mengatasnamakan Alm. Suaminya. Seorang suami meninggal dan 
meninggalkan seorang istri dan seorang anak laki-laki (sakit gangguan 
jiwa yang sering kambuh). Nadzir mempunyai tugas dan wewenang untuk 
mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan 
peruntukannya. Sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 
ayat 4 Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif 
untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Pasal 11 ayat b 
Nadzir mempunya tugas mengelola dan mengembangkan harta benda 
wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pasal 11 ayat c 
Nadzir  mempunyai tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 
Namun sejak diikrarkannya harta wakaf sampai pada saat pembatalan 
wakaf, tanah wakaf tersebut belum berdayaguna. Dikarenakan tanah yang 
diwakafkan bergandengan dengan rumah wakif dan rumah tersebut berdiri 
diatas tanah wakaf. Dengan begitu nadzir  merasa canggug untuk 
mengelola tanah wakaf tersebut, terlebih nadzir mengetahui bahwa anak 
laki-laki wakif sering kambuh dan si wakif mempunyai hutang yang tidak 
sedikit karena untuk pengobatan anaknya yang sering kambuh. Kemudian 
pada bulan Desember 2011 anak laki-laki tersebut meninggal dunia. 
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Selang waktu beberapa bulan setelah kematian anak laki-laki tersebut pada 
bulan Februari 2012 paman dari anak laik-laki tersebut meninggal dunia 
dan meninggalkan hutang pengobatan anak tersebut kurang lebih Rp. 
100.000.000,-. 
Melihat keadaan tersebut nadzir merasa kasihan dan berniat 
mengembalikan harta tanah wakaf tersebut. Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang perwakafan pasal 3 berbunyi: ”Wakaf yang 
telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Namun selama ada iktikad baik 
untuk memberikan yang terbaik untuk Wakif  berkaitan dengan hal ini 
dianggap tidak melanggar hukum, karena perbuatan ini sejalan dengan 
maqāṣid syari>ah. Kemudian dalam putusan persidangan di Pengadilan 
Agama Surakarta hakim majelis berbeda pendapat bahwa hakim anggota I 
dan II sependapat dengan Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
Wakaf, yang berbunyi sebagai berikut “wakaf yang sudah diikrarkan tidak 
dapat dibatalkan karena wakaf yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sebelum harta itu 
diwakafkan oleh pihak III (ibu) pada tahun 2004, ternyata pada alat bukti 
tersebut terdapat bukti lain, yaitu pada tahun 1970 harta itu ternyata sudah 
diwakafkan oleh alm. Suaminya. Wakaf itu sah, pada tahun 2004 baru 
didaftarkan ke PTUN untuk mendapatkan sertifikat wakaf. Permohonan 
pembatalan tidak sesuai dengan bukti sertifikat wakaf. Dengan demikian 
hakim anggota I dan II menyatakan pembatalan wakaf tersebut dinyatakan 
ditolak. Kemudian ketua mejelis hakim mengabulkan permohonan 
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pembatalan wakaf dengan dalih bahwa hakim tidak boleh menolak untuk 
memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa 
hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengedilinya sesuai Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah 
diubah dengan UU Nomor 48 Tahun 2009. Sebagai penegak hukum dan 
keadilan hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai 
hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Sebelum mengadakan akad wakaf lebih baiknya wakif dan nadzir 
mengetahui rukun dan syarat wakaf, karena sah dan tidaknya tergantung 
pada rukun dan syarat tersebut. 
Rukun nya yaitu: 
1. Pewakaf adalah orang dewasa, bukan anak-anak yang belum 
dewasa sekalipun sudah memiliki kemampuan untuk 
mengidentifikasi dan sudah dapat menentukan pilihan sendiri 
(mumayyiz), tidak sah beramal wakaf. Dalam hal ini pewakaf 
adalah orang dewasa dan bukan anak-anak. Jadi bisa 
melakukan perjanjian wakaf. 
2. Pewakaf berakal sehat, orang yang sakit ingatan (majnun) 
semua tindakannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, oleh 
karenaa itu tidak sah beramal wakaf. Dalam hal ini pewakaf 
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saat mewakafkan hartanya dalam keadaan yang sehat, tidak 
dalam keadaan dengan mental yang terganggu. 
3. Pewakaf pada saat mewakafkan hartanya dalam keadaan 
sehat, bukan orang yang sedang sakit keras. Pewakaf saat 
mewakafkan hartanya dalam keadaan sehat dan tidak sedang 
sakit keras. 
4. Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang 
diwakafkannya, seseorang yang diserahi tugas untuk 
mengurus harta, atau hanya sebagai pengguna, seperti 
pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli 
gadai, tidak dapat mewakafkan harta yang dikuasainya 
karena bukan pemilik penuh.
1
 Dalam kasus ini pewakaf 
bukan pemilik penuh atas harta yang diwakafkan karena 
masih ada hak dari anaknya yang saat itu sedang sakit 
gangguan mental. 
5. Pewakaf adalah pemilik sah terhadap harta yang 
diwakaafkannya, pengasab, penyerobot, pencuri dan pemilik 
harta ilegal lainnya, tidak sah mewakafkan harta yang 
dimilikinya secara ilegal karena bukan pemiliknya yang sah. 
Harta yangdiwakafkan adalah harta dari almarhum suaminya, 
bukan hasil dari perbuatan yang dilarang. 
                                                          
1
 Ibid.,hlm, 113 
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6. Pewakaf adalah orang yang cakap bertindak (rasyid) , bukan 
orang yang dibawah pengampuan (mahjur alaih), baik karena 
berlaku boros (safih) atau karena jatuh pailit (muflis). Orang 
yang berlaku boros atau jatuh pailit tidak sah mewakaafkan 
hartanya. Pewakaf bukan seseorang yang boros dan sedang 
jatuh pailit. 
7. Pewakaf tidak tenggelam hutang, orang yang mempunyai 
hutang melebihi jumlah hartanya tidak sah mewakafkan. 
Pewakaf adalah seseorang yang mempunyai hutang yang 
sangat besar, yakni senilai Rp 100 juta. Sedangkan pewakaf 
tidak mempunyai apapun selain harta yang diwakafkan. 
8. Pewakaf beragama Islam; ahli fikih dari berbaagai madzhab 
tidak mensyaratkan Islam sebagai syarat keabsahan wakaf, 
mereka memandang wakaf yang dilakukan oleh orang non 
Islam hukumnya sah.
2
 Pewakaf beragama Islam. 
9. Pewakaf adalah pemilik penuh terhadap harta yang 
diwakafkannya. Dalam kasus ini pewakaf bukan pemilik 
penuh atas harta yang diwakafkan karena masih ada hak dari 
anaknya yang saat itu sedang sakit gangguan mental. 
  Para hakim ketika memutus perkara terlalu tekstual dalam arti luas 
terlalu terfokus pada norma-norma yang mengatur. Sebagai penegak 
hukum alangkah baiknya menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai 
                                                          
2
 Ibid.,hlm, 116 
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hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan begitu para hakim dapat 
mengetahui kebenaran yang ada pada suatu peristiwa atau perkara yang 
sedang dijalani. Hukum itu dibentuk sebagai tata tertib untuk kehidupan 
bermasyarakat yang ditujukan untuk kehidupan sosial yang damai, adil, 
dan sejahtera baik itu yang telah menjadi haknya ataupun seluruh lapisan 
masyarakat. Harta yang sudah  diwakaf sebenarnya menjadi hak nadzir 
sepenuhnya untuk dikelola. Dengan nadzir membatalkan wakaf maka 
nadzir akan merugikan banyak orang. Dengan tidak dimanfaatkan nya 
wakaf maka jamaah yang seharusnya bisa memanfaatkan harta yang 
diwakafkan menjadi dirugikan dan tidak memanfaatkannya sama sekali. 
Kasus ini jelas merugikan banyak orang.. Namun demikian untuk 
kepastian hukum, Hakim Anggota II tetap ikut menandatangani putusan 
ini. Dengan alasan bahwa Pemohon tidak secara nyata menuntut 
Termohon untuk dihukum membayar biaya perkara maka sesuai dengan 
Pasal 178 HIR ayat (3), hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas 
hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang diminta, 
putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29K/Sip/1950. 
Berdasarkan pasal tersebut berarti seorang hakim tidak hanya sekedar 
mengambil hukum dari sebuah kotak namun esensinya hakim diberi 
keleluasan oleh undang-undang untuk berdiskresi atau berijtihad. 
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B. Tinjauan Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Amar Putusan Hakim Dalam 
Memutus  Perkara Pembatalan Wakaf  Nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska 
Hakim dalam mengadili suatu perkara amat dianjurkan oleh syariat 
Islam agar tidak serampangan atau memudah-mudahkan untuk memeberi 
penetapan dan putusan hukum. Peran ijtihad Hakim Peradilan agama dapat 
dikaitkan dengan peran Peradilan Agama itu sediri, disamping sebagai 
institusi hukum juga sebagai institusi sosial. Peran Pengadilan Agama 
sebagai institusi sosial yakni mengakomodir dinamika perkembangan 
sosial dari aspek hukum yang berakibat putusan Hakim Pengadilan Agama 
mempunyai nilai keadilan dan nilai manfaat. Dari sini penemuan hukum 
mutlak diperlukan ,apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk 
perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.
3
 
Dalam memutus  perkara pembatalan wakaf  nomor 
0260/Pdt.G/2012/PA.Ska diatas memang hakim mengabulkan permintaan 
pembatalan wakaf, sedangkan tidak sesuai dengan undang-undang. Tetapi 
ada pertimbangan-pertimbangan lain sehingga permohonan tersebut 
dikabulkan, yauitu demi kemashlahatan. Al-Ghazali menyebutkan bahwa 
prinsip mas}lah}ah mursalah yakni suatu usaha untuk mencapai manfaat dan 
mencegah madlarat. Beliau juga menegaskan bahwa maslahah yang tidak 
selaras dengan tujuan syari‟ah harus ditolak, karena maslahah ditujukan 
                                                          
3
 Akhmad Khrisni, Ijtihad Hakim Peradilan…,hlm.14 
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untuk mempertahankan maqāṣid syari>ah.4 Tujuan adanya persyaratan 
tersebut tidak lain adalah untuk menjaga nilai-nilai syari‟ah yang 
terkandung dalam mas}lah}ah mursalah itu sendiri. Sehingga dengan melihat 
hal demikian, maka kemaslahatan dengan adanya pembatalan wakaf yang 
dilakukan oleh nadzir merupakan maslahah yang terlepas dari dalil khusus, 
tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat Islam. Persoalan 
pembatalan wakaf yang dilakukan oleh nadzir merupakan perbuatan legal 
standing. Dengan begitu Pengadilan Agama Surakarta mempunyai 
kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. 
Meskipun perbuatan nadzir melanggar Pasal 3 UU Nomor 41 Tahun 2004 
tentang Wakaf bahwa ”Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat 
dibatalkan”, namun pihak nadzir merasa kasihan dan adanya iktikad baik 
untuk mengembalikannya maka hal ini sejalan dalil mas}lah}ah mursalah. 
 َد ْر ُء ْلا َم َف ِس ِد  ُم َق هد ٌم  َع َل َج ي ْل ِب  ْلا َم َص ِلا ِح  
“menolak  kerusakan itu didahulakan dari pada menarik kebaikan” 
Maksudnya adalah secara jelas pihak nadzir mempunyai tugas atau 
kewajiban untuk mengelola, mengawasi, dan menjaga harta wakaf. 
Disamping itu, harta wakaf itu dulunya adalah milik orang yang sekarang 
dalam keadaan kesusahan. Kemudian harta yang dimiliki orang tersebut 
tidak lain dulunya adalah tanah yang sudah diwakafkankan itu saja. 
Dengan beban hutang yang tidak sedikit membuat orang tersebut terlihat 
                                                          
4
 Ahmad Hafidh, “Meretas Nalar Syariah”, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: Teras, 2011), 
hlm, 178-179. 
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kebingungan. Sebagai seorang nadzir mesti mempertimbangkan antara 
mempertahankan harta wakaf ataukah membatalkan wakaf. Kalau nadzir 
mempertahankan harta wakaf ia mendapat suatu kebaikan dan tidak 
melanggar Undang-Undang yang berlaku, namun pihak wakif tersebut 
terlantar. Jika nadzir membatalkan wakaf tersebut maka pihak wakif 
terhindar dari hal-hal buruk, pihak wakif bisa menggunakanharta tersebut 
untuk kelangsungan hidupnya serta dapat dipergunakan untuk membayar 
hutang. Karena hutang adalah perkara wajib yang harus dibayar tidak bisa 
seseorang yang berhutang lebih besar dari hartanya mewakafkan.  Namun 
nadzir melanggar Undang-Undang yang berlaku, maka membatalkan 
wakaf lebih diutamakan daripada mempertahankan harta wakaf tersebut. 
Menurut Imam Malik untuk menerapkan dalil maṣlaḥah mursalah 
beliau mengajukan  tiga syarat yaitu: 
1. Adanya persesuain antara maslahat yang dipandang sebagai 
dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syari‟at 
(maqāṣid syari>ah). Dengan adanya persyaratan tersebut, 
berarti tidak boleh menegaskan sumber dalil  yang lain atau 
bertentang dalil yang qot}’i >. Akan tetapi harus sesuai dengan 
maslahat-maslahat yang memang ingin di wujudkan oleh 
syar’i.  
2. Maslahat itu harus masuk akal, yaitu mempunyai sifat-sifat 
yang rasional, dimana seandainya diajukan kepada 
kelompok yang rasiaonal maka akan diterima. 
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3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka 
menghilangkan kesulitan yang mesti terjadi. Di dalam 
pengertian, seandainya maslahat yang dapat diterima diakal 
itu tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami 
kesulitan.
5
 Allah berfirman:  
...ٍَجرَح  ْنِم  ِني ِّدلا  فِ  ْمُكْيَلَع  َلَعَج اَمَو... 
“ dan dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu dalam agama 
suatu kesempitan.” (QS.al-Hajj: 78)6 
 
Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan 
dikarenakan Pemohon beritikad baik untuk memberikan yang terbaik 
kepada Termohon III (termohon III), berkaitan dengan tanah wakaf 
tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, karena 
sejalan dengan maqashidus syari‟ah yaitu untuk maslahat umat. Hakim 
memepertimbangkan akan banyak maslahat yang dihadirkan daripada 
mudharatnya. Pemilik lebih membutuhkan harta wakaf tersebut daripada 
umat yang lainnya,  pewakaf tidak mempunyai apapun kecuali harta yang 
sudah diwakafkan. Akibatnya akan lebih fatal jika harta wakaf tersebut 
tidak dikembalikan. Selain itu pewakaf juga tidak menyampaikan tanda-
tanda keberatan akan pengembalian harta tersebut dengan bahasa lain 
pewakaf mau jika harta yang sudah diwakafkan dibatalkan. Keputusan 
yang diambil selalu mempertimbangkan suatu persoalan, apa yang lebih 
                                                          
5
 Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqih (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 454  
6
 Departeman Agama, Al-Qur’an dan Tafsirnya  Jilid VI (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 
hlm. 459 
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baik dilakukan atau diutamakan dan mana yang harus ditinggalkan selama 
tindakan itu masih sejalan dengan maqāṣid syari>ah dan tidak melanggar 
hukum Islam. 
. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan pada pembahasan 
diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
perwakafan pasal 3 berbunyi: ”Wakaf yang telah diikrarkan tidak 
dapat dibatalkan”. Artinya wakaf yang sudah diserahkan tidak dapat 
dikembalikan. Namun selama ada iktikad baik untuk memberikan yang 
terbaik untuk Wakif  berkaitan dengan hal ini dianggap tidak 
melanggar hukum, karena perbuatan ini sejalan dengan maqāṣid 
syari>ah. Dalam kasus ini tidak semuanya memenuhi rukun dan syarat 
wakaf. Karena masih ada beberapa rukun yang belum terpenuhi, 
seperti harta yang diwakafkan bukanlah milik penuh. Selain wakif 
adalah orang yang memiliki hutang cukup besar senilai 100 juta 
rupiah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menangani perkara ini 
tidak melulu hanya bersumber dari Undang-undang saja. Seorang 
hakim tidak hanya sekedar mengambil hukum dari sebuah kotak 
namun esensinya hakim diberi keleluasan oleh undang-undang untuk 
berdiskresi atau berijtihad.  
2. Mas}lah}ah mursalah disebut sebagai suatu usaha untuk mencapai 
manfaat dan mencegah madlarat. Sehingga dalam perkara pembatalan 
wakaf sebagai solusi yang tepat untuk memecahkan suatu 
95 
 
permasalahan pembatalan wakaf tersebut. Dengan begitu putusan yang 
diambil oleh ketua majelis hakim dirasa sudah tepat. Hakim 
mempertimbangkan akan banyak maslahat yang dihadirkan daripada 
mudharatnya. Pemilik lebih membutuhkan harta wakaf tersebut 
daripada umat yang lainnya,  pewakaf tidak mempunyai apapun 
kecuali harta yang sudah diwakafkan. Akibatnya akan lebih fatal jika 
harta wakaf tersebut tidak dikembalikan. Karena sistem hukum itu 
dibentuk salah satunya bertujuan untuk menjamin kebahagian hidup 
manusia. 
 
B. Saran  
1. Dalam perkara pembatalan wakaf diatas hendaknya Majelis Hakim 
lebih cermat lagi ketika ingin menetapkan putusan. Hakim saat akan  
menerima atau menolak permohonan tidak hanya berdasarkan dasar 
hukum perundang-undangan saja. 
2. Seharusnya Hakim juga melihat rukun dan syarat-syarat suatu 
persoalan sehingga itu menjadikannya sah atau tidak dan permohonan 
tersebut berhak untuk diterima atau ditolak pada akhirnya.  
3. Sebelum mengadakan akad wakaf lebih baiknya wakif dan nadzir 
mengetahui rukun dan syarat wakaf, karena sah dan tidaknya 
tergantung pada rukun dan syarat tersebut 
4. Seharusnya dari pihak masjid membeli harta wakaf tersebut agar dapat 
dimanfaatkan oleh jamaah.  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
P U T U S A N 
Nomor 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara 
perdata pada tingkat pertama, dalam musyawarah Majelis Hakim, telah 
memutus perkara pembatalan wakaf  yang diajukan oleh: 
PEMOHON I, Nadzir Masjid Assegaf, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan 
wiraswasta, tempat tinggal Kota Surakarta, sebagai PEMOHON I; 
PEMOHON II, Nadzir Masjid Assegaf, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan 
wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai PEMOHON 
II;
PEMOHON III, Nadzir Masjid Assegaf, umur 64 tahun, agama Islam, 
pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal, Kota Surakarta, sebagai 
PEMOHON III;
M E L A W A N  
TERMOHON I, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, 
tempat tinggal di Kota Surakarta, sebagai TERMOHON I;
TERMOHON II, umur ---- tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri 
Sipil, Kota Surakarta, sebagai TERMOHON II;
TERMOHON III, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat 
tinggal di Kota Surakarta, sebagai TERMOHON III;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
1
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id
Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Bahwa Pemohon dengan suratnya tertangggal 22 Maret 2012 telah 
mengajukan permohonan pembatalan wakaf, permohonan tersebut telah 
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 0260/
Pdt.G/2012/PA.Ska, tanggal 22 Maret 2012 dengan perubahan secara tertulis 
tanggal 22 Maret 2012, yang isi pokoknya sebagai berikut: 
1.  Bahwa para Pemohon adalah Pengurus Masjid Assegaf yang beralamat di 
Surakarta;
2 Bahwa pada tahun 2004, para Pemohon didatangi 
oleh ibu TERMOHON III, beralamat di dengan 
maksud dan tujuan untuk mewakafkan tempat 
tinggal di atas tanah seluas 211 m2 atas nama 
almarhum suaminya, SUAMI TERMOHON III 
yang beralamat di Kota Surakarta, dengan SHM 
Nomor 902 untuk keperluan Masjid Assegaf; 
3 Bahwa tempat tinggal yang akan diwakafkan 
tersebut adalah warisan dari alm. SUAMI 
TERMOHON III yang meninggal pada tahun 
2002, dengan meninggalkan ahli waris yaitu ibu 
TERMOHON III (istri) dan ANAK 
TERMOHON III (anak laki-laki);
3 Bahwa Pemohon I selaku Pengurus Masjid sebelumnya memberikan 
saran agar rumah tersebut dijual terlebih dahulu untuk dibelikan 
menjadi 2 rumah sehingga yang satu dapat ditempati oleh wakif dan 
satunya lagi diwakafkan kepada Masjid Assegaf karena Pemohon I 
2
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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sedikit banyaknya mengetahui kadaan ekonomi wakif. Namun pada saat 
itu Wakif menolak dan bermaksud untuk mewakafkan seluruhnya;
4 Bahwa pada saat ibu TERMOHON III  mewakafkan tempat tinggal 
tersebut, Pemohon I telah terlebih dahulu menanyakan tentang 
kesediaan ANAK TERMOHON III yang juga sebagai ahli waris, namun 
dijelaskan oleh ibu TERMOHON III bahwa yang bersangkutan dalam 
kondisi yang tidak sehat (sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), 
oleh karena itu Pemohon I menganggap telah mewakili anak tersebut 
karena memiliki keterbatasan. Pemohon I menganggap ibu 
TERMOHON III juga dapat dijadikan wali dari ANAK TERMOHON 
III;
5 Bahwa selama hidup, ANAK TERMOHON III dirawat oleh ibunya,  
TERMOHON III, dan pamannya, PAMAN ANAK TERMOHON III, 
yang telah menghabiskan banyak dana untuk pengobatan ANAK 
TERMOHON III hingga berhutang kurang lebih Rp. 100.000.000-,;
6 Bahwa sekitar pada bulan Desember 2011 ANAK TERMOHON III 
meninggal dunia dan pada saat itu pula hutang pengobatan ANAK 
TERMOHON III belum mampu dibayar oleh TERMOHON III dan 
PAMAN ANAK TERMOHON III;
7 Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2012 PAMAN ANAK TERMOHON 
III meninggal dunia dengan meninggalkan hutang pengobatan ANAK 
TERMOHON III kurang lebih Rp. 100.000.000-, sehingga ahli waris 
PAMAN ANAK TERMOHON III, AHLI WARIS PAMAN ANAK 
TERMOHON III tidak tahu harus membayar dengan apa dan berharap 
dari harta wakaf yang diyakini terdapat hak ANAK TERMOHON III di 
dalamnya;
3
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3
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8 Bahwa Nadzir merasa kasihan dengan beban yang sedang ditanggung 
oleh TERMOHON III dan AHLI WARIS PAMAN ANAK 
TERMOHON III karena TERMOHON III tidak mempunyai harta selain 
harta yang sudah diwakafkan oleh TERMOHON III kepada Masjid 
Assegaf sehingga Nadzir berencana untuk mengembalikan harta wakaf 
yang telah diberikan oleh TERMOHON III dengan harapan dapat 
membantu biaya hutang pengobatan ANAK TERMOHON III;
9 Bahwa Nadzir juga merasa dalam harta wakaf tersebut ada hak waris 
AHLI WARIS, yang meskipun saat ini telah meninggal, namun 
setidaknya harta wakaf tersebut dapat membantu biaya hutang 
pengobatan ANAK TERMOHON III;
10 Bahwa pada awalnya Nadzir telah mengupayakan pembatalan wakaf ini 
secara musyawarah dan ingin mengajukan langsung kepada Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta yang kemudian atas 
tanah dan bangunan menjadi tanah wakaf Masjid Assegaf sebagaimana 
tercatat dalam Akte Pengganti Akta Ikrar Wakaf XXXXXX sehingga 
oleh Badan Pertanahan Kota Surakarta dikeluarkan Sertifikat No, I 
(Tanda Bukti Tanah Wakaf) dengan Nadzirnya NADZIR I, NADZIR II, 
NADZIR III dan PEMOHON III, namun Badan Pertanahan Nasional 
membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama Surakarta;
11 Bahwa para Pemohon sudah beberapa kali bertemu dengan ahli waris 
harta wakaf tersebut dan akhirnya disepakati untuk menyerahkan 
permasalahan ini ke Kantor Pengadilan Agama Surakarta untuk 
memberikan putusan yang sesuai dengan Agama Islam;
4
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Surakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan 
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 
1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2 Membatalkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor XXXXXXX 
yang dibuat oleh pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf KUA Kecamatan 
Pasar Kliwon, Kota Surakarta;
3 Membatalkan Sertifikat tanah wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon 
yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau 
menyatakan bahwa Sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai 
kekuatan hukum;
4 Membebankan biaya perkara menurut hukum;
 Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dan para 
Termohon telah hadir menghadap di persidangan;
Bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan para Pemohon dan 
para Termohon akan tetapi tidak berhasil;
Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum 
sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah 
tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Surakarta;
Bahwa para pihak telah bersepakat menunjuk mediator yang akan 
melakukan mediasi dan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada 
para pihak untuk melakukan mediasi;
Bahwa para Pemohon dan para Termohon telah melakukan mediasi 
melalui mediator yang ditunjuk oleh para pihak yang bernama Drs. MUSLIM, 
5
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SH., MH., (Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Surakarta) akan tetapi 
berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Aprol 2012 tidak mencapai 
kesepakatan damai;
Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah 
menyampaikan  jawaban secara tertulis pada tanggal 15 Mei 2012 yang pada 
pokoknya sebagai berikut:
1.  Pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan secara lisan dan secara tertulis 
kepada Nadzir untuk mewakafkan tempat tinggal di atas tanah hak milik 
SHM No. XXXX, seluas 211 M2 yang terletak di Kelurahan Pasarkliwon 
untuk keperluan Masjid Assegaf yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di 
hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan Surat Keterangan 
Kepala Desa/Kelurahan Pasar Kliwon Nomor: 594/15/VIII/2004, tanggal 24 
Agustus 2004 menerangkan tanah tersebut tidak ada sengketa, telah sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 28 Tahun 1977, 
tentang Perwakafan Tanah Milik;
b Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang 
Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum 
Perwakafan. Khususnya Bab I pasal 215 ayat 6 
”Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) adalah 
petugas Pemerintah yang diangkat berdasarkan 
peraturan-peraturan yang berlaku, erkewajiban 
meneriman ikrar wakaf dari Wakif dan menyerahkan 
kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk 
kelestarian perwakafan”;
c Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004
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  Pasal 17 (1) ”Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir di 
hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang 
saksi”;
                       (2) Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan dituangkan dalam 
akta ikrar wakaf oleh PPAIW;
2 Pemohon adalah seseorang yang merasa 
dirugikan atau dilanggar hak-haknya;  Tapi dalam 
masalah permohonan pembatalan perwakafan 
justru yang mengajukan adalah Nadzir. 
Semestinya Nadzir sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf 
pasal 1 ayat 4 Nadzir adalah pihak yang 
menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk 
dikelola dan dikembangkan sesuai dengan 
peruntukannya; Pasal 11 ayat b Nadzir 
mempunyai tugas mengelola dan 
mengembangkan harta benda wakaf sesuai 
dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; Pasal 
11 ayat c Nadzir mempunyai tugas mengawasi 
dan melindungi harta benda wakaf. Dengan 
demikian permohonan Nadzir tentang pembatalan 
Akta Ikrar Wakaf yang ditujukan kepada Kepala 
KUA Kecamatan Pasarkliwon salah alamat;                
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3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 
perwakafan pasal 3 berbunyi: ”Wakaf yang telah 
diikrarkan tidak dapat dibatalkan”;
4 Untuk perkara tentang permohonan pembatalan 
Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor N.III/14/
VIII/2004, Pengadilan Agama tidak punya 
kewenangan;
Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon II 
menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 16 Mei 2012 yang pada 
pokoknya sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA:
1.  Bahwa Termohon II menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh 
Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2.  Bahwa perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran sertifikat Wakaf 
No. 1/Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, 
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana 
telah termuat Akta Pengganti Ikrar Wakaf No. XXXXXXX;
3.  Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 
sesuai Pasal 3, Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan;
4.  Bahwa oleh karena permohonan sertifikat wakaf No. 1/Kelurahan Pasar 
Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, telah dilengkapi dengan 
persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka 
perbuatan Termohon II dalam mencatat pendaftaran wakaf, adalah sah dan 
berdasarkan hukum;
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Berdasarkan dalil-dalil Termohon II yang telah dikemukakan di atas, 
maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini 
untuk memutuskan sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya 
menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;
2.  Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam 
perkara ini;
Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon III 
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
1.  Bahwa benar Termohon III telah mewakafkan hartanya kepada Masjid 
Assegaf;
2.  Bahwa benar Termohon III tinggal di rumah yang telah diwakafkan;
3. Bahwa benar Termohon III tinggal d ngan saudaranya, karena suami dan 
kedua anaknya sudah meninggal dunia;
Bahwa terhadap jawaban para Termohon tersebut, para Pemohon telah 
menyampaikan replik secara tertulis pada tanggal 22 Mei 2012 yang pada 
pokoknya sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA
1 Bahwa Pemohon dengan tegas menolak dalil-dalil 
jawaban Termohon I, II untuk seluruhnya kecuali yang 
diakui secara jelas dan nyata oleh Pemohon, oleh 
karena dengan dalil-dalil jawaban Termohon tersebut 
telah membuktikan jika Termohon tidak memahami 
maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dalam 
perkara ini untuk seluruhnya;
9
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2 Bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, 
Permohonan Pembatalan Wakaf ini diajukan oleh 
karena dalam keyakinan Para Pemohon, secara syar'i, 
Para Pemohon merasa atas harta tanah yang telah 
diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai nadzirnya  
masih terdapat hak alm. AHLI WARIS, selaku anak 
kandung dari alm. SUAMI TERMOHON III dan 
TERMOHON III;
3 Bahwa keyakinan Para Pemohon tersebut di atas 
didasari oleh karena hal setelah Para Pemohon melihat 
dan mempelajari berkas-berkas proses wakaf yang ada, 
Pemohon memperoleh data jika proses wakaf dilakukan 
setelah alm. SUAMI TERMOHON III meninggal dunia 
dan dilakukan oleh TERMOHON III sebagai istri tanpa 
ada keterangan dari ahli waris alm. SUAMI 
TERMOHON III (alm. ANAK TERMOHON III), 
padahal sebagaimana Ketentuan Undang-Undang 
Perkawinan Pasal 51 UU No.l Tahun 1974 menyatakan 
dengan tegas bahwa wali bertanggungjawab tentang 
harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya 
serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau 
kelalaiannya, sehingga menurut Para Pemohon dalam 
hal proses perwakafan atas tanah peninggalan alm. 
SUAMI TERMOHON III yang dilakukan oleh 
TERMOHON III (Termohon III, istri alm. SUAMI 
TERMOHON III), terdapat kelalaian sehingga 
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menimbulkan kerugian bagi ahli waris alm. SUAMI 
TERMOHON III (ANAK TERMOHON III alm.).
4 Bahwa di samping itu, keinginan untuk mengembalikan 
hak ANAK TERMOHON III (alm) atas tanah yang 
telah diwakafkan kepada Para Pemohon sebagai 
nadzirnya semakin kuat, karena secara nyata kondisi 
penghidupan setelah meninggalnya Alm. SUAMI 
TERMOHON III, TERMOHON III R Hasan 
(Termohon III) dan ANAK TERMOHON III (alm) 
tidak dalam kondisi berkecukupan.
5 Bahwa sesungguhnya maksud mengembalikan hak alm. 
AHLI WARIS atas tanah yang telah diwakafkan kepada 
Para Pemohon ol h TERMOHON III R Hasan 
(Termohon III) sudah lama, ketika Alm. ANAK 
TERMOHON III masih hidup, namun keinginan 
tersebut belum terlaksana sampai kemudian ANAK 
TERMOHON III meninggal dunia, sehingga Para 
Pemohon semakin merasa bersalah bahkan dalam hal 
sepeninggal alm. ANAK TERMOHON III ternyata 
keluarga dalam hal ini TERMOHON III (Termohon III) 
harus menyelesaikan biaya-biaya pengobatan alm. 
ANAK TERMOHON III;
6 Bahwa oleh karenanya perlu Para Pemohon sampaikan/
tegaskan, jika Para Pemohon mengajukan permohonan 
pembatalan wakaf dalam perkara ini adalah karena di 
samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat 
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harta yang berupa tanah SHM No.902 atas nama All 
Salim Basri (alm) yang telah diwakafkan oleh 
TERMOHON III (Termohon III, istri dari ahn. SUAMI 
TERMOHON III) masih terdapat hak waris dari alm. 
ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III 
dan alm. SUAMI TERMOHON III) juga ternyata 
dalam hal keadaan ekonomi dan penghidupan 
TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm. 
ANAK TERMOHON III harus menanggung biaya-
biaya pengobatan alm. ANAK TERMOHON III;
7 Bahwa berdasar hal-hal tersebut Para Pemohon sebagai 
nadzir dalam keadaan sesadar-sadarnya telah dengan 
ikhlas untuk mengembalikan hak atas tanah milik alm. 
SUAMI TERMOHON III yang telah diwakafkan 
kepada Para Pemohon selaku nadzirnya, oleh karena 
atas tanah tersebut masih terdapat hak para ahli waris 
alm. SUAMI TERMOHON III dan bahkan pada saat ini 
akan dipergunakan untuk menanggung biaya-biaya 
pengobatan alm. AHLI WARIS sewaktu masih hidup;
8 Bahwa bila dalam jawabannya Termohon I yang pada 
intinya menyampaikan Nadzir sebagai Pemohon justru 
merasa dirugikan mengingat ketentuan Pasal 11 poin b 
dan Pasal 11 poin c yang pada intinya tentang tugas 
nadzir tidak ada relevansi dengan pengajuan 
permohonan pembatalan wakaf adalah dalil yang 
didasarkan kepada ketentuan undang-undang saja, 
12
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namun dalam hal permohonan pembatalan diajukan 
melalui Pengadilan Agama adalah tidak didasarkan 
kepada perhitungan untung dan rugi bagi Pemohon 
sebagai nadzir, akan tetapi lebih kepada kemaslahatan 
ummat  dan menghindarkan fitnah atas harta yang telah 
diwakafkan tersebut dan keyakinan syar'i Para 
Pemohon atas masih adanya hak ahli waris atas harta 
yang telah diwakafkan tersebut;
9 Bahwa oleh karenanya adalah sah dan berdasar 
permohonan pembatalan wakaf ini ditujukan kepada 
KUA Kec. Pasar Kliwon melalui Pengadilan Agama 
Surakarta oleh karena apabila dikaitkan dengan 
Peraturan Menteri Agama No  1 tahun 1978 peraturan 
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 
1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 5 ayat (1) 
Bab III tentang pejabat pembuat akta ikrar wakaf 
disebutkan bahwa "Kepala KUA ditunjuk sebagai 
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, sehingga sudah 
tepat dan benar serta tidak salah alamat permohonan 
pembatalan Akta Ikrar Wakaf diajukan kepada 
Termohon I oleh karena pencatatan akta ikrar wakaf 
adalah kewenangan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
10 Bahwa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 
tahun 1989 tentang Pengadilan Agama "Pengadilan 
Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama 
13
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antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 
antara lain c. wakaf dan shadaqah, sehingga berdasar 
hal tersebut, sudah tepat dan benar pula permohonan 
pembatalan wakaf ini diajukan melalui Pengadilan 
Agama Surakarta;
11 Bahwa dalil jawaban Termohon I dan Termohon II 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan 
UU No. 41 tahun 2004 tentang perwakafan "wakaf 
yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan" menurut 
hemat Para Pemohon adalah berlaku apabila seluruh 
proses dan prosedur wakaf yang terjadi telah secara 
ideal tidak melanggar segala ketentuan baik formal 
maupun syar'i, sehingga benar apabila ikrar wakaf telah 
memenuhi segala hal tersebut tidak dapat dibatalkan;
12. Bahwa sebagaimana permohonan pembatalan yang telah Para Pemohon 
sampaikan dalam perkara ini, jelas tanah yang diwakafkan oleh Termohon 
III (TERMOHON III, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) 
tersebut pada saat proses wakaf dilaksanakan merupakan harta warisan dari 
Alm. SUAMI TERMOHON III yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya 
yaitu istri alm. (Termohon III) dan anak alm. yakni alm. ANAK 
TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami sakit gangguan jiwa 
yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon III 
(TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai 
ahli waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK 
TERMOHON III mengalami sakit gangguan jiwa;
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12 Bahwa hal-hal yang Para Pemohon ajukan sebagaimana dalil 
permohonan pembatalan dan atau dalil replik ini pada saatnya akan 
Pemohon buktikan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku;
Berdasarkan hap-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang 
terhormat pemeriksa perkara No. 0260/Pdt.G/2012/PA.Ska. agar dapat 
mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana 
permohonan Pemohon;
Bahwa terhadap replik para Pemohon tersebut Termohon I telah 
menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, 
sedangkan Termohon II menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 6 
Juni 2012 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon 
telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:  
1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXXXXXXX, 
tanggal 21 Mei 2003, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan 
ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para 
Termohon (Bukti P.1);
2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXXXXX,  
tanggal 31 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Camat Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata 
cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon 
(Bukti P.2);
3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III Nomor XXXXXXXXX, 
tanggal 30 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
Surakarta, bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata cocok 
15
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti 
P.3);
4 Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 1 di Kelurahan Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta seluas 211 m2 dengan bangunan permanen di atasnya 
dengan nama Wakif dan nama Nadzir dan PEMOHON III yang 
dikaluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surakarta 
tanggal 26 Nopember 2004 bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan 
ternyata cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para 
Termohon (Bukti P.4);
5 Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum SUAMI TERMOHON III 
yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta tanggal 19 Juni 2012 dan isinya tidak dibantah 
oleh para Termohon (Bukti P.5);
6 Asli Surat Keterangan Kematian Almarhum PEWARIS yang 
dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta dan isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti 
P.6);
7 Asli Surat Kematian Almarhum AHLI WARIS yang dikeluarkan oleh 
Kelurahan Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dan 
isinya tidak dibantah oleh para Termohon (Bukti P.7);
8 Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian Almarhum AHLI 
WARIS yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota 
Surakarta, tanggal 22 Juli 2011, bermeterai cukup dan sudah 
dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, serta isinya tidak 
dibantah oleh para Termohon;
16
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9 Fotokopi Rincian biaya Perawatan Almarhum Sakib Ali Basri di Rumah 
Sakit Panti Waluyo yang dikeluarkan oleh Bagian Administrasi 
Keuangan Pasien RS. Panti Waluyo, tanggal 29 Juni 2011, 30 Juni 
2011, 2 Juli 2011, 4 Juli 2011, 5 Juli 2011, 6 Juli 2011, 7 juli 2011, 8 
Juli 2011, 9 Juli 2011, 11 Juli 2011, 12 Juli 2011, 17 Juli 2011, 19 Juli 
2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok 
dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Termohon;
Bahwa disamping itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-
masing sebagai berikut: 
Saksi I para Pemohon, nama: SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan 
swasta, tempat tinggal di Kota Surakarta, mempunyai hubungan keluarga 
dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai 
berikut;
• Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena istri saksi 
adalah sebagai saudara sepupu  Pemohon II;
• Bahwa saksi mengetahui peristiwa wakaf dari TERMOHON III, namun 
saksi tidak ingat waktu wakafnya dan setahu saksi yang menjadi nadzir 
adalah Pemohon II yaitu PEMOHON II;
• Bahwa saksi tidak melihat langsung ikrar wakafnya, tetapi saksi hanya 
mendengar dari nadzir kurang lebih 1 tahun setelah proses wakaf 
selesai; 
• Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf yang diberikan kepada nadzir 
Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri diatasnya dan 
sampai sekarang harta wakaf tersebut masih ada dan masih dijadikan 
tempat tinggal TERMOHON III;
17
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• Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut tidak dimanfaatkan 
oleh Masjid, karena jika rumah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh 
Masjid, ibu TERMOHON III tidak mempunyai tempat tinggal; 
• Bahwa sepengetahuan saksi setelah terjadi wakaf tidak ada sengketa, 
namun sepengetahuan saksi saat wakaf terjadi, anak dari TERMOHON 
III, AHLI WARIS masih hidup dan perlu perawatan rumah sakit. 
Sedangkan untuk biaya perawatan, saksi termasuk salah seorang yang 
memberikan pinjaman. Padahal saat ini TERMOHON III tidak 
mempunyai harta lain selain rumah yang telah diwakafkan tersebut. Hal 
ini membuat nadzir ingin mengembalikan harta wakaf dari 
TERMOHON III agar dapat membayar hutang biaya perawatan Sakib;
Saksi II, nama: SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, 
tempat tinggal di Kota Surakarta, tidak mempunyai hubungan pekerjaan, juga 
tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah sumpahnya telah 
memberikan keterangan sebagai berikut:
• Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai 
tetangga Pemohon I;
• Bahwa saksi tidak mengetahui proses wakaf secara langsung, namun 
setelah terjadinya wakaf, saksi I memberi tahu kepada saksi II, 
kemudian saksi II menanyakan langsung kepada nadzir tentang wakaf 
dan ternyata nadzir tersebut menjawab bahwa telah khilaf menerima 
wakaf karena pada saat wakaf tersebut terjadi, anak ibu TERMOHON 
III yaitu AHLI WARIS; 
• Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi wakaf terjadi pada tahun 2004 
dan nama sertifikat sudah dibalik nama atas nadzir; 
18
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• Bahwa sepengetahuan saksi, anak TERMOHON III menurut keterangan 
dokter menderita sakit jiwa, fisik dan gangguan usus kronis;
• Bahwa sepengetahuan saksi ketika wakaf terjadi, AHLI WARIS masih 
hidup tetapi sudah sakit-sakitan dan kalau suami ibu TERMOHON III 
sudah meninggal;
• Bahwa sepengetahuan saksi harta wakaf tersebut sampai saat ini masih 
dimanfaatkan oleh ibu TERMOHON III untuk tempat tinggal karena 
rumah wakaf baru akan dimanfaatkan setelah ibu TERMOHON III 
meninggal;
Bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon dan para 
Termohon tidak keberatan;
Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon I 
tidak mengajukan saksi walaupun sudah diberi kesempatan untuk itu, namun 
mengajukan bukti surat sebagai berikut:
1 Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa tentang Perwakafan Tanah 
Milik Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Agustus 2004 yang 
dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon, Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dan ternyata 
cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh para Pemohon 
(Bukti T.1);
2 Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor N.III.14.VIII Tahun 
2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, Kota 
Surakarta tanggal 30 Juni 2004, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan 
dan ternyata cocok dengan asilnya serta isinya tidak dibantah oleh para 
Pemohon (Bukti T.2);
19
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Bahwa untuk melemahkan permohonan para Pemohon, Termohon II 
tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, karena pada sidang berikutnya 
tidak hadir dalam persidangan;
Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya 
untuk membatalkan wakaf dan mohon putusan sedangkan para Termohon 
keberatan atas permohonan pembatalan wakaf tersebut, karena wakaf tersebut 
sudah diikrarkan; 
Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuklah hal-
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian 
tak terpisahkan dengan putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 
sebagai mana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara pembatalan wakaf yang 
diajukan oleh para Pemohon dan para Pemohon adalah sebagai Nadzir, maka 
berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 
2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan 
gugatan pembatalan wakaf dalam perkara a quo;
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis 
Hakim telah berusaha mendamaikan para Pemohon dan para Termohon agar 
menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, dan sesuai dengan 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi, 
Ketua Majelis telah memerintahkan para Pemohon dan para Termohon untuk 
melakukan mediasi dengan Drs. MUSLIM, SH., MH., sebagai mediator dan 
20
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berdasarkan laporan mediator tanggal 25 April 2012 bahwa mediator telah 
melakukan mediasi, tetapi dalam mediasi tersebut para Pemohon dan para 
Termohon tidak berhasil didamaikan;
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah Para 
Pemohon mengajukan permohonan pembatalan wakaf disebabkan karena di 
samping keyakinan syar'i Para Pemohon dalam melihat harta yang berupa tanah 
SHM No.902 atas nama PEWARIS yang telah diwakafkan oleh TERMOHON 
III (Termohon III, istri dari ahn. SUAMI TERMOHON III) masih terdapat hak 
waris dari alm. ANAK TERMOHON III (anak dari TERMOHON III dan alm. 
SUAMI TERMOHON III) juga ternyata dalam hal keadaan ekonomi dan 
penghidupan TERMOHON III R Hasan setelah meninggalnya alm. ANAK 
TERMOHON III harus menanggung biaya-biaya pengobatan alm. ANAK 
TERMOHON III. tanah yang diwakafkan oleh Termohon III (TERMOHON III 
R Hasan, istri pemilik tanah, alm. SUAMI TERMOHON III) tersebut pada saat 
proses wakaf dilaksankan, jelas merupakan harta warisan dari Alm. PEWARIS 
yang menjadi hak waris bagi ahli warisnya yaitu istri alm. (Termohon III) dan 
anak alm yakni alm. ANAK TERMOHON III (yang pada waktu itu mengalami 
sakit gangguan jiwa yang sering kambuh), sehingga oleh karena itu Termohon 
III (TERMOHON III) pada saat itu tidak bisa serta merta bertindak sebagai ahli 
waris dari alm. SUAMI TERMOHON III walaupun alm. ANAK TERMOHON 
III mengalami sakit ganggunan jiwa; 
Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, para 
Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil 
permohonan para Pemohon. Para Termohon menyatakan tanah wakaf tersebut 
tidak dapat dibatalkan;
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Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon 
dibantah oleh para Termohon, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-
dalil permohonan para Pemohon, dan para Termohon juga harus membuktikan 
dalil-dalil bantahannya;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil masing-masing, para 
Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, 
P.7, P.8 dan P.9, demikian juga para Termohon telah menyampaikan bukti-
bukti tertulis berupa bukti T.1 dan T.2;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan bukti-bukti tertulis para Pemohon sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti bahwa para 
Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, 
bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh 
Tergugat, maka bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, 
merupakan bukti otentik oleh karena itu dapat dipertimbangkan;
Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan bukti telah terjadi ikrar antara 
Wakif dan para Nadhir;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa foto copy sertifikat 
tanah wakaf dan dihubungkan dengan bukti T.1 dan T.2, yang telah dicocokkan 
dengan aslinya, bermaterai cukup, dan tidak ada yang saling membantah, maka 
memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;
Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti yang menyatakan bahwa 
Salim bin Ali Basri, suami TERMOHON III telah meninggal dunia pada 
tanggal 7 Desember 1994, yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah 
dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Termohon, oleh karena itu 
dapat dipertimbangkan;
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Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 merupakan bukti bahwa anak 
Wakif (AHLI WARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2012 
karena sakit; 
Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan bukti bahwa AHLI WARIS 
telah dirawat di rumah sakit Panti Waluyo Surakarta dengan menghabiskan 
biaya perawatan Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah); 
Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan bukti surat keterangan tenta g 
perwakafan tanah milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasar Kliwon; 
Menimbang, bahwa bukti T.2 merupakan bukti Akta Pengganti Akta 
Ikrar Wakaf yang dikeluarkan oleh KUA atau Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
Wakaf (PPAIW) Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (SAKSI I) dan saksi 
II (SAKSI II), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya saksi mengetahui 
telah terjadi peristiwa wakaf rumah dari TERMOHON III (Termohon III), 
namun yang menjadi Nadzir adalah Pemohon II (PEMOHON II) tetapi saksi 
tidak ingat kapan terjadinya penyerahan wakaf tersebut. Saksi menerangkan 
tidak melihat langsung Ikrar Wakafnya, saksi hanya mendengar dari Nadzir 
kurang-lebih 1 tahun setelah proses wakaf selesai, harta wakaf yang diberikan 
kepada Nadzir Masjid Assegaf adalah tanah beserta rumah yang berdiri 
diatasnya sekarang masih dijadikan tempat tinggal TERMOHON III, karena 
TERMOHON III tidak mempunyai tempat-tinggal lain, dan pada waktu 
terjadinya wakaf tidak ada sengketa bahkan sertifikat sudah dibaliknama atas 
nama Nadzir, tetapi anak TERMOHON III yang bernama AHLI WARIS masih 
hidup, dan perlu perawatan rumah sakit, saksi termasuk salah seorang yang 
memberikan pinjaman dan pada saat ini TERMOHON III tidak mempunyai 
harta lain selain rumah yang telah diwakafkan. Hal ini membuat Nadzir ingin 
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mengembalikan harta wakaf dari TERMOHON III agar dapat membayar 
hutang biaya perawatan Sakib;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, para Termohon 
tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak 
yang berperkara sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang  sudah diubah  dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-
Undang No.50 Tahun 2009,  namun tidak berhasil;
Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan 
perdamaian lewat mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan 
mediator Drs. MUSLIM, SH., MH., akan tetapi tidak berhasil;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi Ahamad bin Abdillah 
Assegaf dan Abdurrahman bin Saleh Assegaf dan bukti tertulis P.1 sampai 
dengan P.9serta T.1 dan T.2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:
• Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 
1994;
• Bahwa telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf Nomor : III/14/
VIII/2004 bertanggal 30 Juni 2004 antara wakif  dan nadzir ;
• Bahwa telah diterbitkan sertifikat tanah wakaf oleh Badan Pertanahan 
Nasional tanggal 26 Nopember 2004;
• Bahwa ketika terjadi Akta pengganti Akta ikrar wakaf masih ada ahli 
waris yang bernama ANAK TERMOHON III;
• Bahwa ANAK TERMOHON III  dalam keadaan sakit gangguan jiwa 
yang bertahun-tahun;
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• Bahwa terjadinya Akta pengganti Akta ikrar wakaf tersebut ada ahli 
waris yang tidak bisa dimintai persetujuannya dikarenakan mengalami 
sakit gangguan jiwa;
• Bahwa ANAK TERMOHON III (ahli waris) meninggal dunia di rumah 
sakit pada tanggal 22 Juli 2011;
• Bahwa Ibu TERMOHON III (istri alm. SUAMI TERMOHON III) 
sampai sekarang masih menempati tanah dan rumah yang telah 
diwakafkan;
• Bahwa nadzir dan pengurus masjid Assegaf sejak menerima wakaf 
sampai sekarang belum pernah dan tidak pernah memanfaatkan tanah 
wakaf tersebut;
• Bahwa nadzir dan pengurus masjid bermaksud mengembalikan tanah 
dan rumah yang telah diwakafkan tersebut kepada ibu TERMOHON III;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa 
telah terjadi akta pengganti Akta ikrar wakaf yang didaftarkan oleh Pemohon 
sebagai nadzir dan di setujui oleh TERMOHON III Hasan (Termohon III ) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis mempertimbangkan 
sebagai berikut :
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan dalam 
persidangan, dihubungkan dengan bukti tertulis maupun bukti saksi yang saling 
mendukung, bahwa Termohon III (ibu TERMOHON III) memiliki seorang 
anak yang bernama ANAK TERMOHON III yang pada saat terjadinya wakaf 
berstatus sebagai ahli waris;
Menimbang, bahwa dalam akad wakaf yang dilakukan oleh ibu 
TERMOHON III (Termohon III) dengan Pemohon, terdapat seorang ahli waris 
yang bernama ANAK TERMOHON III yang tidak dapat menandatangani atau 
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diminta persetujuannya untuk menandatangi Surat Pernyataan Penyerahan 
Tanah Wakaf  tersebut dikarenakan mengalami sakit gangguan jiawa, sehingga 
syarat-syarat wakaf mengandung cacat formil dan bertentangan dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan;
Menimbang, bahwa sakit gangguan jiwa yang diderita ANAK 
TERMOHON III telah menyebabkan meninggal, dan selama sakit yang 
bertahun-tahun memerlukan biaya perawatan yang besar dan biaya tersebut 
ditanggung di antaranya oleh Pemohon dan saksi;
 Menimbang, bahwa dalam penegakan hukum, yang berfungsi sebagai 
perlindungan kepentingan seseorang, maka harus memuat tiga unsur, yaitu 
adanya kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;
Menimbang, bahwa ternyata nadzir tidak pernah memanfaatkan tanah 
wakaf tersebut, meskipun telah terjadi sejak tahun 2004 dengan demikian 
nadzir dan penerima wakaf tidak memanfaatkan dengan maksimal  yang berarti 
tidak menggunakan asas manfaat, maka hal ini sama halnya dengan menyia-
nyiakan amanah;
Menimbang, bahwa ternyata secara nyata ibu TERMOHON III 
(Termohon III) masih menempati rumah tersebut sampai sekarang, sehingga 
nadzir berkesimpulan bahwa tanah tersebut lebih bermanfaat untuk kepentingan 
Termohon III, sebagai tempat tinggalnya;
Menimbang, bahwa antara para Pemohon dan Termohon I serta 
Termohon II, pada dasarnya tidak ada kepentingan obyek wakaf (konflik 
kepentingan), selain murni kehendak Para Pemohon bermaksud 
mengembalikan tanah wakaf tersebut, sedangkan Termohon I dan Termohon II 
tidak bermaksud menguasai atau memiliki tanah wakaf tersebut;
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Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon beritikad baik untuk 
memberikan yang terbaik kepada Termohon III (TERMOHON III), berkaitan 
dengan tanah wakaf tersebut, dan perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan 
hukum, karena sejalan dengan maqashidus syari’ah  yaitu untuk maslahat umat; 
Menimbang, bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan 
mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau 
kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai Pasal 
16 ayat (1) UU No 4 tahun 2004 yang telah diubah dengan UU No 48 tahun 
2009;
Menimbang, bahwa pada hakikatnya hakim hanya diharapkan atau 
diminta untuk mempertimbangkan tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang 
diajukan kepadanya;
Menimbang, bahwa apabila peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, 
sebagai penegak hukum dan keadilan, hakim wajib menggali, mengikuti dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana 
maksud Pasal 28 ayat (1) UU No 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan UU 
No 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;
Menimbang, bahwa namun demikian hakim anggota I berbeda dalam 
pendapat akhir dengan alasan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan 
wakaf di antara alasannya, bahwa pada tahun 2004 para Pemohon didatangi 
oleh Ibu TERMOHON III dengan maksud dan tujuan mewakafkan tempat 
tinggal di atas tanah seluas 211 m² atas nama almarhum suaminya, SUAMI 
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TERMOHON III yang beralamat di Kelurahan Pasar kliwon, Kecamatan Pasar 
Kliwon, Kota Surakarta dengan SHM No 902 untuk keperluan masjid Assegaf 
di mana tanah tersebut masih ada ahli waris yang lain yaitu ANAK 
TERMOHON III;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang 
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa wakaf yang telah diikrarkan tidak 
dapat dibatalkan, dapat ditafsirkan ”apabila wakaf tersebut telah dilakukan 
berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak bertentangan 
dengan syara”;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh 
Termohon I berupa Akta Pengganti Akta Ikrar wakaf Nomor: N.III/14/VIII 
tahun 2004 tanggal 30 Juni 2004, membuktikan bahwa tanah SHM No.902 
telah diwakafkan oleh pemiliknya yakni Ali bin Salim bin Basri Assegaf  pada 
tahun 1970, yang kemudian didaftarkan kembali oleh Haji Muhammad Husein 
Maasum yang disetujui oleh TERMOHON III;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut hakim anggota I 
berpendapat bahwa Para Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tanah SHM 
No 902 diwakafkan oleh TERMOHON III selaku ahli waris SUAMI 
TERMOHON III pada tahun 2004 yang dapat dibatalkan karena tidak ada 
persetujuan dari ahli waris yang lain, melainkan tanah SHM No 902 tersebut 
telah diwakafkan pada tahun 1970 oleh pemiliknya sendiri yakni Ali bin Salim 
bin Basri Assegaf;
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah ternyata tidak 
dapat membuktikan dalil permohonannya, maka hakim Anggota I berpendapat 
permohonan Pemohon harus ditolak;
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Menimbang, bahwa demikian pula Hakim Anggota II dalam pendapat 
akhir juga berbeda dengan Ketua Majelis, dengan alasan sebagai berikut:
Menimbang, bahwa Hakim Anggota II sependapat dengan Pasal 3 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berbunyi sebagai 
berikut: ”Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan karena wakaf 
yang terjadi dalam perkara ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku”;
Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon mohon pembatalan sertifikat 
tanah wakaf No.1 yang terletak di Kelurahan Pasar Kliwon yang telah 
diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta;
Menimbang, bahwa oleh karena sertifikat tanah wakaf yang diterbitkan 
oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Surakarta tersebut adalah merupakan 
produk Pejabat Tata Usaha Negara, maka untuk pembatalannya harus 
dimohonkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, maka Hakim anggota II berpendapat bahwa pembatalan wakaf tersebut 
harus dinyatakan ditolak;
Menimbang, bahwa namun demikian untuk kepastian hukum, Hakim 
Anggota II tetap ikut menandatangani putusan ini;
Menimbang, bahwa Pemohon tidak secara nyata menuntut Termohon 
untuk dihukum membayar biaya perkara maka sesuai dengan Pasal 178 HIR 
ayat (3), hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak 
diminta atau mengabulkan lebih daripada yang diminta, putusan Mahkamah 
Agung RI tanggal 24 Mei 1951 No. 29K/Sip/1950, oleh karena itu para 
Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut, yang besarnya akan 
ditentukan kemudian;
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Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan serta 
hukum syar’i yang berlaku dalam perkara ini;
                                        MENGADILI
1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2 Membatalkan Akta pengganti Ikrar Wakaf Nomor III/14.III 2004 yang 
dibuat Pejabat Pembuat Akta Ikrar wakaf Kecamatan Pasar Kliwon, 
Kota Surakarta;
3 Membatalkan Sertifikat wakaf Nomor I Kelurahan Pasar Kliwon, yang 
diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Surakarta atau menyatakan 
bahwa sertifikat tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan 
hukum;
4 Menghukum Pemohon  untuk membayar biaya perkara, sebesar               
Rp 1.411.000,- (satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012, 
bertepatan dengan tanggal 28 Sya’ban 1433 H, oleh kami Chazim Maksalina 
sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Zaenuri, M.Hum. dan Dra. Sarsini, sebagai 
hakim anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang 
terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri H. Muh. Badruddin, 
S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon dan Termohon I dan 
Termohon II serta di luar hadirnya Termohon III;
KETUA MAJELIS
ttd
CHAZIM MAKSALINA
             HAKIM ANGGOTA I                               HAKIM ANGGOTA II
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                             ttd                                                                  ttd
            Drs. ZAENURI, M.Hum.                                    Dra. SARSINI 
PANITERA
ttd
H. MUH. BADRUDDIN, S.H.
Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran                                Rp      30.000,-
2. Penyelesaian Administrasi Perkara  Rp      50.000,-
3. Panggilan                                           Rp 1.320.000,-
4. Redaksi                                              Rp        5.000,-
5. Meterai                                              Rp        6.000,-
    Jumlah                                                Rp 1.411.000,-
Untuk salinan yang sama dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Surakarta
H. MUH. BADRUDDIN, SH.
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